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ABSTRAK

Nama : Indah Lestan
Program Studi : Magister Akuntansi
Judyl : Aspek Akuntangi dan Perpajakan atas Piutang Tidak

Tertagih pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Tesis ini menpambarkan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajekan atas
piwtang tidak tertagih pada perusahasn pembiayaan konsumen ({comsumer
Jfinance). Perumusan masalah dalam tesis inj adalah mengenai aspek akuntansi dan
perpajakan yang terkait dengan piutang tidak tertagih dalerm hal pencadangan
piutangnya, penghapusan piutang tidak tertagih, pelunasan kembali piutang yang
telah dibapuskan, serta sita jaminan. Metode yang dipunakan adalah studi pustaka
dengan mengacy pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang
Perpajakan yang berlake di Indonesia. Dalam hal pencadangan piutang tidak
tertagib, antara aspek akuntansi den perpajakan terdapat perbedaan yang
mencolok dimana secara akuniensi perusahesn melakukan pencadangan atas
piutang tidak tertagibhnya, namun secara perpajakan tidak diperkenankan sehinggn
terdapat beda sementars (femporary different). Dalam hal penghapusan piutang
tidak tertagih terdapat juga perbedaan metode penghapusan sehingga hal ind juga
mengakibatkan beda sementara (femporary different). Sedangkan apabila
perusahaan menetigm pelunssan afas pivtang nasabsh, baik secara skuntansi
maupun perpajakan telah ferdapat peraturan vang jelas yang mengakomodir
transaksi tersebut. Dalam hal sila jaminnn yang dilakukan perusahaan atas agunan
yang digunakan scbagal jaminan pada saat perikaten, dapat dilakukan apabila
terdapat buktl positif dar pibak hukum/terkait, dao proses sita jaminan tersebut
disepakati oleh kedus belah pihak {perusahaan pembiayaan dan nasabah)

Kata kunei :
Piutang Tidak Tertagih, Pembiayaen Konsumen
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ABSTRACT

Narme : Indah Lestar

Study Program : Magister Accounting

Title : Accounting and tax aspect of bad debt in consumer
finance company

This thesis explain about accounting and tax aspect of bad debt in consumer
finance company. Main problemn of this thesis is how {0 reserve the bad debt,
write off the bad debt, repayment the bad debt, and confiscate the guarantee, The
method in this thesis is a literature study and based on Financial Accounting
Standard and Tax Rule in Indonesia. For bad debi, the accounting and tax aspect
have a different treatment. [n accounting aspect, consumer finance company can
reserve their customer debt, but in tax aspect the consumer finance company can’t
reserve the customer bad debt, so this different make a temporary different. In a
write off the debt there are any different write off method and it can caused
temporary different. If the congumer finance company get the repayment of bad
debt from their customer, in accounting and fax aspect have a fixed rule about that
fransaction, For confiscate the guarantee, consumer finance company just can do
that if any positive evidence from legal pary, and the confiscate process is
accepted by a consumer finance company and their customer

Key word :
Bad debt, consumer finance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi yang semakin majv mendorong seluroh
mdostri untuk senantiasa berinovasi dalem produknye agwr mempermudah
konsumen dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Ini terlibat dari semakin
banyaknya produk rumsh tangga yang dilengkapi dengan teknologi terkini vang
sangat mudah dioperasikan oleh siapapun, hal ini mendorong masyarakat untuk
memanfantkan produk tersebut. Namun yang menjadi kendala adalah harga
produk tersebut tentunya tdaklah mural, sehingpas tidek semua kalangan
masyarakat dapat membeli produk fersebut. Kendala vang dihadapi sebagian
masyarakat Indonesia ini dimenfastkan oleh para pelaku bismis pemabiayaan
dengan mepgeluarkan program pinjaman modal mavpun pemberian kredit pada
masyarakat yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini terbukii
efektif watuk menarik minat konsumen, ini terlibat dari semakin banyaknya
masyarakal memanfaatkan fasilitas pendanaan melalui mekanisme pinjaman
modal dan kredit. Minat konsumen yang meningkat ini dipaparkan oleh Biro Riset
Infobank (birl) No. 353 agustus 2008 volume XXX yvang menyatakan bahwa
pembiayaan untuk masyarakat mengalarmi pertumbuban dard tahun-ke tahum,
Fakta ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan barn mengenai
perusahann pembisyaan yang merupakan revisi dari peraturan sebelumunya. Dan
peraituran yang sampai sast inf masth digunakan adalah Peraturan Menterd
Keuangan noxor 84/PMEK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menterl Keuangan nomor B4/PMK.012/2006 tentang
Perusahasn Pembiayaan, mendefinisikan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah
badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan
untuk melakukan kegiatan yang termasuk delam bidang ussha lembaga
pembiayaan, Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa altematif
kegiatan pembiayaan seperti sewa puna usaha (leasing), anjak pintang {fuctoring),
kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen (consumer finarice}.

1 Univarsitas Indonesia
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Dalam prakicknya, lembaga pembiayaan ini tidak melakukan empat
macam unit kegiatan yang discbutkan dalam peraturan tersebut, melainkan boleh
memilih unit kegiatan yang dijalankan. Misalkan mereka hanya melakukan Sewa
Guna Usaha (Leasing) dan Pembiayaan Konsumen {consumer finance) seperti
yang dilakukan oleh Adira Dinamika Multifinance, Wahana Otfo Multiartha,

Peranan yang menonjol dari jasa perusahaan pembiayaan adalah
menyedizkan dang bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan
batk untuk keperluan investasi, modal kerta, atau semata-mate untuk barang veng
akan dipakai sendiri (konsumsi).

Masing-masing lembaga pembiayaan hamus dapat menarik sebanyak
munglkin nasabsh yang memanfaatkan produknya dengan melakukan pendekatan
dan pengenalan lebih dekat dengan masyarakat. Namun perusahaan jugs hams
memperhatikan kendala yang akan muncul deri bignis yang dijalenkannya. Salah
satu kendala bessr yang dihadapt adalah resiko tidak tertagih atas piutang
nasabahnya.

Penyebab piutang tidek tertagih di perusahaan pembiayaan terjadi karena 3
faktor, yaitu: (1) faktor eksternal nasabah, seperti keadaan ekonomi & politik yang
tidak stabil, fluktuasi nilai mata vang rupiah, laju inflasi yang meningkat, tingkat
persaingan industri yang makin ketst (2 faktor interna! nasabah, seperti kesulitan
kenangan dan belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaan
konsumen (3) faktor internal perusahaan pembiayean, seperti lemahnya
pengawasan kredit yang berupa kelemahan dalam prinsip pengenalan nasabah,
prinsip mengenal pasabah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kevangan
Republik Indonesia nomor 45/KME.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Lembaga Kenangan Non Bank, Selzin tiga faktor diatas, penyehab
teriadinya kredit/pivtang tidak tertagih di perusabaan pembiayaan adalah tidak
terpenuhinya SC yaita Collareral, Capacity, Characier, Capital, dan Condition of
Economy. Terkadang perusshaan pembiayaan mengesampingkan Collateral
(jaminan}, kerena perusahaan pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan., (Juli
Iemayanto, Zainal A Indradewa, dli, 2002).

Antara News 12 Februari 2008, wakil ketua APPI (Asosiasi Penusahaan
Pembiayaan Indonesia) Wiwie Kuwmnia menyampaikan bahwa pembiayaan
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konsumen mendominasi pangsa pasar Indonesia sebesar Rp. 67,5 triliun,
dibsndingkan bidang usaba pembiaysen lainnya, yaitu sewa guna usaha sebesar
Rp. 36,5 triliun, anjak piutang sebesar Rp. 2,1 triliun dan kartu kredit sebesar Rp.
1,4 triliup, Hal ini berarti untuk unit kegiatan pembiaysan konsumen memiliki
resiko piutang tidak tertsgih vang lebih besar dibandingkan unit kegiatan yang
diselenggarakan lembaga pembiayasn lainnya. Fakia inl seharusnyva menjadi
bahan pertimbangan pemerintah untuk menyusun peraturan-perafuran mengenai
lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen untuk mengatasi masalgh
ini, Namun hal ini belum terlibat, karena dari sisi akuntansi dan perpajakan belum
terdapat aturan Xhusus yang mengatur mengenai kegiatan pembiayaan konsumen.

Dari aspek akuntsmsi, pemerintah tidak mengeluarkan standar baku
mengenai perlekuse akuntansi untuk usaba pembiayaan konsumen, schingga
dalam hal ini penisahasn pembiayaan konsumen mengacu pada standar akuntansi
wnum yang digunskan pula oleh industi Iain yang mempunyal umit kegiatan
hampiz sama dengsn nnit kegiatan yang dilakukan oleh pembilayaan konsumen.
Selain itu, dari aspek perpajakan, belum tesdapat pula aturan perpajakan yang
secara khusus mengakomodir unit bisnis pembiayaar konsumen terutama dalam
hal piutang tidak tertagih atas nasabahnya. Jike dilihat dari proporst jenis kegiatan
yang banyak dimanfaatkan masyarskat menurjukkan bahwa pembiayaan
konsumen menempati persentase kepistan terbesar. Dari unit kegiataan yang
dilaksanakan oleh pembiayaan konsumen berupa program pembiayaan untuk
kebutuhan konsumsi terdapat kemungkinan pintang tidak tertagih.

1.2, Peramuasan Masalah

Berdasarkan uratan dimuka, maka perumusan masslah dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pencadangan piutang
tidak tertagth pada pembiayaan kensumen (consumer finance)?

2. Bagaimana perlakuan akuntasi dan perpajaken atas penghapusan piutang tidak
tertagih yang telah dicadangkan pada pembiayaan konsumen (consumer
Jinance)?
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Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang yang
telah dihapuskan pada pembiayaan konsumen (consumer finance)?

Bagaimana periakuen akuntansi dan perpaiskan atas sita jaminan pada
pembiayaan konsumen {consumer finance)?

1.3. Pemibatasan Masalah

Karya akhir ini dibatasi sampai dengan tabun pajak 2008, Karena dalam

tahun pajak 2009, pemerintah telah meagelvarkan Undang-Undang No.36 tahun
2008 schagai perubahan atas Undang-Undang No.17 tahun 2000 mengenai Pajak
Penghasilan,

1.4, Tujuan Penelitian
Berdasar rumusan masalah diatas, maka fujuan penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetabui perlakuan akuntansi dan perpajaksn atas pencadangan
piutang tidak tertagih pada pembiayaan konsumen {consumer fingnce).

Untok mengetahui perlskuan akuntasi dan perpajakan atas penghspusan
piutang tidak tertagth yang dicadangkan pada pembiayasn konsumen
{consumer finunce).

. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang

yang telah dihapuskan pada pembiayaan konsumen (comsumer finance).
Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sifa jaminan pada

pembiayaan konsumen (consumer finance).

1.5. Manfaat penelitian
Manfanat dari penclitian ini adalah untuk :

I

Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumber bagi
pengembangan dan pengkajfan konsep pembiayaan konsumen (consumer
finance) secara gkuntansi dan perpajakan, dan menjadi tambaban referensi
bagi penelitian selanjutnya pada bidang kajian scjenis.
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2. Manfaat Praktis.
a, Perusahaan Pembiayaan
Hasil peneliian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak
manajemen perusahaan untuk menctapkan peraturan perpajakan yang
sesuai dengan unit bisnis yang dijalankan.
b. Pemerintah
* Dircktorat Jenderal Lembsga Kevangan dan Bapepam Lembaga
Kepangan
Hasil penclitian im dapat digunakan scbagai bahan masukan bagi
pihak Direktorat Jenderal Tembaga Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal Lembaga Keuangan untuk menctapken atrran yang jelas
mengenal unit bisnis pembiayaan konsurnen {consumer financel.
» Direktorat Jenderal Pajak
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi
Dirgktorat Jenderel Pajak untuk menetapkan persturan perpajakan
mengenai pencadangan pistang tidak tertagih pada umit usaha
pembiayaan konsumen {consumer finance).

1.6. Jenis dan Mctode penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu dengan menjelaskan, meringkas dan membahas data yang
didapatkan dan memaparkannya.
2. Metode Pengumpulan Data Penelitian
Studi Literatur dengan pengumpulan data dengan cara mencari referensi
dari buku, majalah, peraturan perundangan dibidang perpajekan dan lembaga
keuangan yang terkait dan dikeluarkan oleh pibak yang berwenang,

17, Sistematika Penulisan

Karya zkhir ini menyajikan pembahasan secara sistematis dan saling
terkait. Sehinpga untuk memudahkan pemahaman, karya akhir ini dibagi ke dalam
beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:
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BAB L

BABIL

BAR HI.

BABIV.

BAB Y,

PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masaizh, rumusan masalah,
tujuan peoelitian, manfaat penelitian, metode pencliian, serta
sistematika penuolisan,

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka vang mendasan penelitian ni, yakni
pembahasan mengenai pembiayaan konsumen (cossumer finance},
plutang dagang, cadangan kerugian piutang,

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Bab ini memaparkan mengenal perusshaan pembiayaan di
Indonesia secara keselurnhan,

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian it akan menpuraikan analisis terhadap permasalahan vang
dirumuskan pada bab L

PENUTUP

Pada beglan ini dibahas menpenai kesimpulan atas pemaparan yang
telah dituangkan pada bagian-bapian scbelupmya, memberikan
alasan pembatasan masalah dan memberikan saran,
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PEMBIAYAAN KONSUMEN {(consumer finance)

&

Definisi

Peraturan Meniteri  Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan perusahaan pembiavaan (conswmer
finance) adalak keglatan pembiayaan untuk pengadaan bareng berdasarkan
kebutuban konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Selain definisi dari Pemturan Menteri Keuangan diatas, pembiayaan
konsumen menurut T. Susilo, Sigit Triandare, A. Totok Budi mendefinisikan
bahwa pembiayaan konsamen adalah suatu pinjaman/fkredit yang diberikan
oleh suatu perusahsan pembiayaan kepada debitur untuk pembelian barang
dan josa yang dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk fujusn
produksi/distribusi (Y. Susilo, Sigit Trdandara, dan A. Totok Budi-1999),

Jenis Kepgiatan pembiayasn kensumen

Sesuai dengen pasal 6 (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahasn Pembiayaan, kepiatan pembfayaan
konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen. Kebutuharn konsumen tersebut meliputi;
Pembiayaan kendaraan bermotor
Pembiayaan alat-alat rumah tangga
Pembiayaan alat-alat elektronik
Pembiayaan perumahan

ol O

Pihak-pihak yang terkait

Dalam bukunya multi finance handbook-2004, Budi Rachmat menuliskan
pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah:
1. Kreditur/perseroan

Adalah peruszhaan pembiayaan konsumen stsu perusahaan pembiayann

yang teiah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan,
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2,

3

Debitur/peminiam

Adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan
konsumen dari reditur.

Suppiieridealerideveloper

Adalah perusahaan atzn pihek-pihak yang menjual atan menyediakan
barang kebutuhan konsomen dalam rangka pembiayaan konsumen.

2.2 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
a. Definisi Pajak

Diefinisi Pajgk menwut Prof. Dr. Rochmat Scemitro, SH (Mardiasmo-

2003} adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
{vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang lapgsung dapat ditunjukkan dan yang digunskan untuk membayar
pengeluaran tmum.

b. Fungsi Pajak

i

Fungsi budgetair
Pajak sebagai surnber dama bagi pemerinteh  untuk  membiayal
pengeluaran-pengeluarannya.

. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

¢, Syarat Pemungutan Pajak:

1.

Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan bukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang
dan pelaksanaan pemunguian harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara urmun dan merata. Sedangkan adil
dalam pelaksanaanya yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, pepundasn dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada majelis pertimbangan pajak.
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2. Syarat Yuridis {pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang)
I3 Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum ustuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
IMAUPUI WArganya,

3. Syarat Ekonomis (tidak menggangn perkonomian)
Pemungutan tidsk boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, schingegs tdak  mepimbulkan  kelesuan
perckonomian masyarakat.

4, Syarat Finansiil {(pervungutan pajak harus efisien)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebib rendah dari hasil pemungutannya.

5. Kesederhanaan

 Sistem permangutan pajak yang sederhsna akan memudabkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpaiakannya

2.3 BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
a. Definisi BFR
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secata konvensional dan atau berdasarkan prinsip syadieh yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-
Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubshen atas
Undang-Undang No. 7 tabun 1992 tentang Perbankan).

b. Kegiatan Usaha BPR
Kepgiataan usaha yang dijalanakan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
adalah sebagal berkut (Juli Iopayanto, Zainal A Indradewa, Tjipto Roso,

Tonny Hasibuan, Desmizar.2002)

1. Menghimpun dana dari masyarskat dalom bentuk simpanan berups
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainoya yang dipersamakan
dengan itu.

2. Memberikan kyedit
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Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagh hasil
sesual dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
deposito berjangka, sertifikat deposit dan atau tabungan pada bank lain.

¢. Perlakuan atas pencadangan piufangnys

Keputusan  Mentenn  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor

204/KMK.04/2000 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menterd
Keuangan nomor 80/KME.04/1998 fentang Besamnya Dana Cadangan Yang
Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya menetapkan besamya cadangan piutang tsk
tertagth yang bisa dibentuk ditentukan sebagai berikut:

1. 0,5% (setengah perseratus) dari kredit vang digolongkan lancar

3% (tiga perseratus) dari kredit yang digolongkan kurang fancar setelah
dikurangi dengan agunan yang dikuasai

50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai

100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet yang masih
tercatal dalam pembukuan bapk setelah dikurangi dengen nilai agunan
yang dikuasai.

24 PIUTANG
a. Definisi Pintang

L.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weypgandt, dan Terry D. Warficld-
2002:

Definisi piutang adaleh kiaim opang, barang, atau jasa kepads
pelanggan atau pihak-pihak Jainnya.

Definisi piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli votuk membayar
barang atau jasa yang dijual.
Menurat Zaki Banidwan-2004:

Piutang dagang merupakan pintang yang timbul dari penjualan barang-
barang atau jass yang dihastlkan oleh suatu perusahaan di mana dalam
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keadaan normal perusahaan, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam
jangka waktu kurang dari satu tahun.
3. Menurut Sukasno Agoes dan Estralita-2007:
Piutang terjadi akibat penjualan barang atau penyerehan jusa untuk
kegiatan usaha normal perusahann, Piutang terjadi karena penjualan atau
penyeraban jasa secara kredit.

Definisi Piutang Tidak Tertagik

Menurut Donald E. Kieso, Jerry . Weypandt, dan Terry D. Warfield-
2002, definsi untuk piutang tidak tertagih adalah kerugian pendapatan, yang
memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunag
aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkeitan dengan laba dan ekuitas
pemegang saham,

Definisi Piutang Pembiavaan Konsomen

Dalam catatan atas Laporan Keuangan PT. Adira Dinamika Multt Finance
Ttk 31 Maret 2007 dan 2008, perusabaan mendefinisikan bahwa pintang atas
pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang seielab dikurangi bagian
pembiayaan bersama, pendapaten pembiayaan konsumen vang belum diskui
dan penyisihan kerugian plutang.

Syarat Piutang Tidak Tertagih berdasarksn Pajak
Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
pasal & ayat 1 (h), terdapat syarat piutang yang nyata-nyats tidak dapat ditagih:
1. Telah dibebankan sebagat biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserabkan perkara penagibannya kepada Pepgadilan Negeri atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan  utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan armum atsn khusus
4. Waiib Pajak harus menyerahkan daflar pintang vang tidak dapat ditagih
kepada Direkctorat Jenderal Pajak.
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e. Metode Pencatatan Piutang Tidak Tertagih
Terdapat dua macam metode yang bisa digumakan dalam melakokan
pencatatan gtas pintang tidak tertagih menurnt Donald E. Kieso, Jerry L
Weygandt, dan Terry D, Warfield-2002:
1. Metode Penghapusan Langsung (direct write-off method)
Tidak ada ayst jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah
ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagitt. Kemudian kemgian tersebut
dicatat dengan mengkredit piutang usaha, dan mendebet beban piutang
tidak tertagih.
2. Metode Penyisihan/Pencadangan (allowance method)
Suatu gstimasi dibuat menyangkut perkiraan phutang fidak terfagih dar
sernua penjualan kyedit atan dari total piutang yang beredar. Estimasi ini
dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap piutang
usaha (melalui kemaikan akun penyisihan} dalam periode di mana
penjualan itu dicatat.
Pard pendukung metode penyisihan/pencadangan berkevakinan bahwa
beban piutang tidak teragih hares dicatat pada periode yang sama seperti
penjualan untuk mendapatkan penandingan vang tcpat atas beban dan
pendapatan serta yntak mendapatkan pilai tercatat yang tepat atas piutang
usaha.
Untuk menaksir jumlah pivtang vang tidak dapat ditagih, manajemen
dapat menggunakan dua dasar, yaitu
- Persentase dari penjualan
Estimasi pencadangan piutang berdasarkan persentase penjualan bisa
didasarkan pada persentase penjualan pada periode tersebut atau
persentase penjualen pada pengalaman masa lalu dari saldo piutang
yang tidak tertagih.
- Persentase piutang
Berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahasn dapat mengestimasi
persentase piutang yang terdapat kemungkinan tidak dapat tertagih,
tanpa mengidentifikasi pintang teriente. Pendekatan yang dapat
digunakan dalam persentase piutang adalah tarif gabungan (composite
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raie) dan skedul umur piutang {aging schedwle) dengan mencrapkan
persentase yang berbeda berdasarkan pengslaman masa lalu pada
berbagai kategori umur,

f. Penyisihan kerugias piutang & penghapushbuliuan piutang

Dalam menetapkan penyisihan piutang dan penghapusbukuan prutang,
setiap perusabaan mempunyai  kebijekan masing-masing. Perusahaan
menetapkan penyisiban kerugian piutang berdasarkan penclashan secara
keseluruhan ferbadsp keadaan akun piutang pada akhir tahun, dengan
mempertimbangkan uwour piutang pembigysan konsurnen. Piutang akan
dihapusbukukan seielab menunggak kbih dar 210 har. Peperimaan dan
piutang yang dibapusbukukan diakui schagai pendapatan lain.lain pada saat
diterima, (Catatan atas Laporan Keuangan PT. Adira Dinamike Multi Finance
Tbk 31 Maret 2007 dan 2006).

2.5 BEDA TETAP DAN BEDA TEMPORER

Penghitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu melakokan

koreksi atas penphasilan sebelum pajak vang berasal dari laporan laba rupi.
Koreksi ini dilakukan agar laba akuntapsi sesuai dengan peraturan pajak vang
bertaku, sehingga dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi
dua bugian, vaitu beda tetap (permenent difference) dan beda waktw/temporer
{iemporary difference). Kedua jenis tersebut dijelaskan sebagai berikut (Marisi P.
Purba-2005):

1.

Beda Tetap {permanent difference)

Discbabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antar
pelaporan. komessial dan fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan adanya
perbedaan laba fiskal dan faba komersial,

Beda waktutemporer (femporary difference)

Disebabkan adanya perbedaan wakin dan metode pengakuan penghasilan dan
beban tertento menurat akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini

mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antsra satu tahun pajak ke tahun
pajak lainoya.
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BAB 3
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Kegiatan perusahaan pembiayaan {mulil finance) mulai diperkenalkan oleh
pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 akan
tetapi sebhenarnya usaha pembiayaan sudah diperkensalkan sejak tahon 1974 vaitu
dengan dikelvarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974,
32/1974, dan 3071974 tanggal 7 Februarl 1974 tentang perizinan Usaha Leasing,
Usaha /easing tersebut mendapat sambutan yang baik dari masyarakat sebagai
salah satu alternatif pembiayaan, schingga pada tahun 1988 diterbitkan Keputusan
Presiden no. 61 tahun 1988 fanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan no, 1251/KME.013/1988 tentang
Tata Cara Pelaksapasn Lembapa Pembisyasn vang mencskup jenis usaha
pembiayvaan selain leasing, yaitu modal ventura (venture capital), anjak piutang
(factoring), pembiayaan konsumen {consigner finance), kartu kredit (credit card),
dan perdagangan surat berharga (security house). Dalam perkembangannya,
kegiatan perdagangan surat berbarga dan kegiatan meodal ventura dipisahkan dan
usaha pembiavaan ini dikarenakan kedua jasa ini memiliki karakiteristik vang
berbeda dengan empat lembaga pembiayasn lainnya (Budi Rachmat-2004).
Sehingpa dalam peraturap selanjuinya, usaha perdagangan surat berharge dan
modal ventura tidak dimasukkan sehagai jenis kegiatan perusahaan pembiayaan,
seperti dalam peraturan terbary mengenai perusshaan pembiayaan vaitu Peraturan
Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/20058 tentang Perusahaan Pembiayaan
vang hanya mencantumkan empat kegiatan usaha:

a. Sewa Guna Usaha.

b. Anjak Piatang.

¢. Usaha Karto Kredit,

d. Pembiaysan Konsumen.

Seiring perkembangan bisnis syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir
ini, perusahaan pembiayaan berupaya untuk mengakomodasi hal tersebut dengan
membentuk suate sistem pembiayaan dengan konsep syariah, Xonsep syariah ini
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dibentuk dengan mengacu pada hukum syariah Indonesia. Dibawah ini akan
dibahas mengenai kegiatan usaha pembiaysan baik perusahaan pembiayaan

konvensional maupun pembiayaan konsumen syariah.

3.1 Perusahaan Pembiayaan Konvensional
3.1.1 Sewa Guna Usaha {Jeasing)

Kegiatan Sewa Guna Ussha (Jeasing) di Indonesia perama kali
diperkenalkan oleh pemerintah pada fabun 1974, ysitu dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974; 32/1974; 30/1974 tanggal 7
Februarl 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Kehadiaran bisnis sowa guna
usaha di Indonesia menciptakan sarang baru untuk pengembangan investasi bagi
dunia usaha batk usaha kecil maupun useha beser, Dengan sdanya jasa sews guna
usaha, pengusabz dapat melakukap perluasan produksi, penambahan barang
modal, dan alternatif pendanaan dengan cepat (Budi Rachmat-2004).

a. Defioisi
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, Sewa Guna
Usaha (SGU) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediean barang
modal baik socara SGU dengan hak opst (Finance Lease) maupun SGU tanpa
hak opsi {Operating Legse} untuk digunakan oleh penyewa guna ussha
{lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
angsuran,

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nol169/KME.01/199] Sewa

Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalem bentuk ponyedizan barang
modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun
sewa guna usaha tanpa hak opsi (operaiing lease) untuk digunakan oleh Jessee
setama jangka waktu terteniu berdasarkan pembayaran secara berkala,

Univarsitas Indonesia

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB Ul, 2009



16

b. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam transaksi sewa guna usaha, yaitu:

i, Lessor
Pihak yang rmemberikan jasa pembiayaan kepada fessce dalam bentuk
penyewaan barang modal.

2. lLessee
Pihak yang menyewa barang modal dari fessor,

3. Supplier
Pihak yang mengadakan/menyediskan barang untuk dijual kepada lessee
dengan pembayarmn tunai gleh Jessor,

4. Benk atau Kredifr
Pihak yang menyediakan dana kepada lessor maupun supplier.

¢. Kiasifikasi berdasarkan opsi kepemilikan
Keputasan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna
Usaha {Leasing).
1, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi
- Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama miasa sewa guna pertama
ditambah dengan nilal sisa barang modal, harus dapat menutup harga
perolchan barang modal dan keuntungan fessor.
~ Masa sewz guna usaha ditetapkan sekurangnya 2 tahun untuk barang
modal golongan I, 3 {ahun untuk barang modal golongan 11 dan 11, dan
7 tahum untuk golongan bangunan,
- Perjanjian sewa puna ussha memuat ketentean mengenal opsi bagi
lessee,
2. Sewa Guna Ussha tanpa hak opsi
- Jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat
menutupi harga peroleban barang modal yang disews guna uvsahakan
ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
~ Perjanjian sewa guna usahe tidak memuat ketentuan mengenai opsi
bagt lesse.
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d. Klasifikasi oleh Lesse

Perjanjian
Lease S »
tidak

w
Adanya
transforhak [ ® 72 i
m‘ilik
H
Ada
kemungkinan
membeli hak
sktiva yang
disgwa
¥
Jangks waktu
sewa >75%
umur
skonomis

:

Nifai ey ya 4
pembayaran
»80% dari
harga aktiva

}

Operating .
Lease Capital Lease

» ya

v

—p ¥ s
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Gambar 3.1 Kiasifikasi Sews Guna Usaha oleb Lasse
Sumber: Zaki Baridwan-1 984
Keterangan Gambar:

Jika dari poin dari pertanyasn yang ada meounjukkan opsi jawaban
“Hidak”, maka sewa guna usaha tersebut digolongkan dalam Operating Lease,
namun schaliknya jika jawaban pertanyasn menunjukkan opsi jawaban “ya”
maka sewa guna usaha tersebuot asuk dalam golongan Capitel Lease.
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¢. Klasifikasi Sewa Guna Usahs berdasarkan kegiatan usahs
1. Captive lessor
Lessor memiliki supplier sendiri yang berperan sebagai perusahaan induk,
Pihak pertama terdiri atas perusshaan indok dun anak perusahaan dan
pihak keduanya adalah Jessee sebugai pemakai barang,

Pembayaran
Parusabaan Intduk Penjualon Barang Subsidiary
4 Kontrak
Angsuran
k3
Lessea
Gambar 3.2 Capiies Lessor

Sumber: Juli Irmayanto, Zaingi A Indradewn, dlh2602

2. Independent Leasing Company
Lessor bebas membelt barang modal dari berbagai supplier kemudian

dilease kepada pemakai.
Pembelian
Pembayaran
Supplier < Independent
F 3
Kontrak
Angsur 1
lessee
Gambar 3.3 Independent Leasing

Suimber: Jult mavanto, Zaimal A Indradewa, diI-2002
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3. Lease Broker alau puckager

Broker yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan, hanya berfungsi
mempertemukan calon Jessee dengan fessor.

fossee

|

—| lease 1 Lessor

T

Pendanaan

Cramber 3.4 Lease Broker
Sumber; Fuli rmayanio, Zainal A Indradews, ¢H-2002

f. Proses transaksi Sewa Gana Usaha secara umuom
{Juli Irmayanto, Zainal & Indradewa, dl1-2002)

1.

Lessee menghubungi supplier vniuk penentuan jenis barang, spesifikasi,
harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual yang akan dilease.
Lessee bernegosiasi dengan Zessor. Lesses dapat meminta lease guotation
yang memuai syarai-gyarat pemmbiayaan seperti: ketcrangan barang, harga,
cash securily deposit, residual value, asuransi, biaya administeasi, jaminan
uang sewa.

Lessor mengitim letier of offer yang berisi syarat-syarat pokok
persciujusn

Lessor dan Iessee menandatangani kontrak dengan cakupan: pihak-pihak
yang terkait, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee,
penutipan asuransi, tanggung jawab atas objek Jeasing, perpajakan, jadual
pembayaran angsuran sewa

Lessor mengirim order beli serta instruksi pengiriman pada supplier.
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Supplier mengirim barang dan lessee mengeccknya. Jika sesuai, lessee
menandatangani surat tanda terima, perintah bayar yang diserahkan kepada
suppiier.

7. Supplier menyerahkan faktur/dokumen kepada Jessor,
8. Lessor membayar kepada supplier.
9. Lessee membayar sewa secara berkala kepada lessor.

g. Keuntengan dan kerugian Leasing

1

Keuntungan Ledsing

Dibawah ini terdapat beberape alasan klien menggunakan sewa guna vsasha

dalem melakukan pembiayaan {Jult Irmayanto, Zamal A Indradewa, dll-

20025

Pembiayaan penuh (100%} tanpa uang muka

Pembayaran angsuran relatif fleksibel

Tedindung dari resiko keusangan (ouf of date)

Tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin

Kerugian Leasing

Selain keutungar-keuntungen tersebut diatas, sewa pguna usaha juga

mempunyai kelemahan antara lain scbagal berikut (Kasmir-Bank dan

L embaga Keuangan Lainnya, 2008): '

- Pembiayaan sccara Zeasing merupakan samber pembiayaan yang relatif
mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini
tegadi karena swber dans Jessor pada umumnya dari bank atau
ternbaga keuangan bukan bank.

- PBarang modal yang disewagunausahakan tidak dapat dicantumkan
sebagai unsur aktiva lesee untuk tujuan "Collateral Credit" dari Bank,
yaity "Trade Creditor" mungkin akan menilai perusshasn tersebut
memiliki posisi keuangan yang lemah,

- Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbal masalah prestise
antara memiliki barang modal sendin atau lease.

]

¥

4

- Resiko vang lebih besar pada Jessor, artinya adanya tangpgung jawab
vang menuntot pibek  ketiga jika terjad) kecelzkaan atau kerusskan
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atas barang orang lain yang discbabkan oleh "ease propersy” terschut,
dan juga fessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas
dari berbagai ikatan seperti "liens {gadai)”, "preferences”, "priorities”,
“charges” atau kepentingan-kepentingan lainnya.

312  Anjak Piatang (factoring)
a. Definisi
Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Kenangan
No. 1251/KMK.03/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha vang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atsu pengalihan
seria pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suam perusahasn dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeni.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang
meliputi:
1. Pembelian dan atau penagiban piutang berjangka pendek dari transaksi
perdagangan.
2. Menatansahakan penjualan kvedit,

3. Penagihan piutang perusahaan kredit.

b. Pihak-pibak yang terkait
Dalam transaksi yang berkaitan dengan Anjak Piutang dilibatkan oleh
beberapa pihak terkait, pihak-pihak tersebul antara lain:
(ui irmayanto, Zainal A Indradewa, d11-2002):
1. Facior {pernsahasn angak piwdang)
Adalah perusabaan yang menawarkan jasa anjak piutang
2. Supplier (klien}
Pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjuk piutang
3. Debitur/customer {nasabah}
Pihak yang mengadakan transaksi dengan klien

¢. Klasifikasi
Fasilitas anjak piutang vang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang

dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut (Budi Rachmat-2004):
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Berdasarkan Pemberitahuan
Disclosed Factoring atau jega disebut dengan negofication factoring
adalah pengalihan piutang kepada perusahasn anjak piutang dengan
sepengetahuan pihak debitur (cusiomer), Oleh karena ito pada saat piutang
jatuh tempo perusabman anjak piuteng memiliki hak tagih pada debitir
yang bersangkutan, Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur
dicantumkan pernyataan bahwa pivtang yang timbul dari fakiur ini telah
dialilkan kepada perusabman anjak pivtang.

Notifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak customer

dimaksudkan antara lain:

- Untuk meminjam pembayamn langsung kepada perusahaan anjak
piutang,

« Untuk mencegah pihak cusfomer melakukan perbuatan yang
merugikan pihak perusabaan anjak pivteng misalnya, pengurangan
Jjumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagal penjual.

- Akan mencegah perubahan-perubahan vang ada dalam kontrak yang
mempengarhi perusahaan anjak pintang,

- Akan memungkinkan perusshaan anjak piutang untuk menuntut atas
namanya apabila terjadi perselisihan,

Undisclosed atau juga disebut dengan non-notificarion factoring adalah

transaksi penjualan atau pengelihan piutang kepada perusshaan anjak

piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuall bila ada
pelangparan atas kesepakatan pada pihak klien atau secars sepihak
perusahaan anjak plotang menganggap akan menghadapi resiko.

Berdasarksn Penanggungan Resiko

Recourse Factoring. Anjak piutang dengan cara recourse atau disebuat juga

with recourse fuctoring berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu

memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang
merapakan ancarsan resiko. Dalam perjanjian with recourse, Kien akan
meoanggung  resiko  kredit terhadap piutang yang dialibkan kepada
perusahaan anjak piutang, Oleh karena i, perusahaan anjak piutang akan
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mengembalikan tanggung jawab (recourse} pembayaran pintang kepada
klien atas piutang yang tidak tertagih dar cusiomer.

Without Recourse Factoring. Anjak piutang ini juga disebut non-recourse
Sfactoring yaito perusahaan anjak piulang menanggung resiko atas tidak
tertagihnya piutang yang telash dialihkan oleh klien. Namun, dalam
perjaniian anjak piutang dapat dicastumkan bahwa di lnar keadaan
macetnya tagiban dapat diberlakukan bentuk recowrse. Ini untuk
menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak kilien temyata
mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjaniian
kepada nasabahnya. Dengan demikisn cusfomer berhak untok
mengembalikan barang  yang telah discrabkan tersebut dan terlepas dari
kewanban pembayaran atang, Dalam hal terjadi kasus demikian,
perusahaan frcioring dapat mengembalikan tagihan kepada klien.

. Berdasarkan Pelayagan

Full Service Fuactoring, yaitu perjaniian anjak pivteng vang melipui
semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan
maupun jasa non-pembiayaan misalnya urusan administrasi penjualan
(sale ledger administration), tagihan dan penagilian plutang tfermasuk
menanggung resiko terhadap piutang yang macet.

Finance Factoring, vaitu perusahaan anjak piutang hanya menvediakan
fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak
tertagih. Penyedisan pembiayesn dana tupai pada saal penyershan faktur
kepada perusabaan facloring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh
faichar sesuat dengan besamya plafon pembiayaan {({imi? kredif). Klien
tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan pintang dan penagihannya,
terniasuk menanggung resiko tidak tertagthnya piutang tersebut.

Bulk Factoring. Jasa factoring imi juga discbut dengan agency facioring
yaitu transaksi yang mengaitkan perusahean factoring sebagai agen dari
klien. Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hampir sama dengan full
service factoring, namun penagihan piutang tetap dilakukas oleh klien dan
proteksi resiko kredit tidak dijamin perusahaan factoring.
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Maturity Factoring. Berbeda dengan jenis faciering yang telah dijelaskan
diatas, di mana perosabean fuctoring memberikan pembiayaan dengan
pembayaran di muka, Dalam maturity factoring, pembiayaan pada
dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan
pensgihan piutang serta profeksi atas tapihan, Fasilitags anjak piutang
maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah
dengan pembayaran segera.

. Berdasarkan Lingkup Kegiatan

Domestic Factoring, vaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan
melibatkan perusahaan anjek piutang, klien dan debitur vsng semuanys
berdomisili di dalam negeri.

International Factoring. Anjak piutang ini juga sering disebut export
Jactoring yaitu kegiatan anjak piutang ustuk transaksi ekspor-impor
barang yang melibatkan dua perusahasn factoring di masing-masing
Negara sebagai export factor dan import factor.

. Berdassrkan Pembayaran pada Klien

Advanced Payment, yaitu traunsaksi anjak piutang dengan memberikan
pembayaran di muka (prepagyment financing) oleh perusshasn anjak
piuiapg kepada klien berdasarkan peanyerahan faktur yang besarnya
betkisar 86% dari nilai faktor,

Maturity, vyaitu transaksi pengalihan pintang yang pembayarannya
dilakukan perusshasn anjak piutang pada saat pintang terscbut jatoh
tempo. Pembayaran tapihan tersebut biasanys dilakukan berdasarkan rata-
rata jatub tempo fagihan {faktur}. Untuk lebih jelasnya hhat kembali
maiurity factoring vang telah dibahas terdahulu.

Collection, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan
dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil melakukan penagihan
terhadap debitor.

d. Keuntungan snjak piutang bagi perusahaan

Pengpunaan jasa-jasa perusahaan anjak piulgng sangat membantu bagi

perusahaan dalam hal kondisi antara lain sebagal berikut (Kasmir.2008):
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Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Perusahaan
anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadsan pasar yang
akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan (klen),

Perusabaan baru yeng berkembang pesat, semeniara bagian kredimya
kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasa factoring,
pihak klien dibarapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih
leluzse, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak
plutang.

Perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerabkan
pengelolaan kreditnya kepada perusabaan anjak piutang karena tidak perlu
lagi membentuk unit organisasi yang berfimgsi sebapai bagian kredit vang
tentunya akaa menamnbah biava operasi.

Perusahann dapat memperoleh pembiayaan siap pakal (sandby facility)
yang discdiakan oleh perusahaan anjsk piutang.

. Resike yang dihedapi anjak pintang

1.

Resiko perekonomian

Apabila kondisi perekoromian berada pada kondist yang kurang
menguntungkan, maka kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu
vang pada akhirnya dapat mempengaruhi ussha facior dalam rangka
penyvaluran pembiayaan maupun mendapatkan kredit,

Resike pemnbiayaan

Resiko pembiayesan adalah  ketidakmampuan customer/client untuk
membayar kembali fasilitas pembiayaan vang diberikan, dan apabila
jumlahnya cukup material dapat mempengarhi kinedja facior.

Resiko likuiditas

Magalah lilaaditas akan dihadapi oleh factor, apabila facror fidak mampu
memenuhi kewajibannya selaku debiter kepada kreditur-kreditur factor,
yang pada akhimya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan klien kepada
Jacior.
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5

Resiko persaingan

Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang memperiuas jaringan
pemasaran, dapat menyebabkan persaingan  antar  faclor untuk
memperebutkan pangsa pasar menjadi lebih ketat,

Resiko operasional

Resiko opernsional dapat saja timbul akibat tidak efektifnya sistemn dan
prosedur yang diterapkan oleh factor serta lomalnya kontrol yeng
diterapkan, yang pade akhirnya akan menununkan mutu pelayanan kepada
kiien.

Resiko perubahan nilai mata vang

Ketidektetapan nilai tukar mata vang asing terbadap msata uvang rupiah
dapmt menempatkan faktor dalam posisi yang cukup menyulitkan,
Apresiasi nilai tukar mata vang asing terhadap rupiah dapat menimbulkan
kesulitan pembayaran kewajiban dalam mata nang asing.

Resiko kebijakan moneter

Kebijukan moneter yang mengatur industri keuangan ditentukan olch
pemerintah yang dapat berubah atau diperbarui sewaktu-wakiu, Apabila
Jactor tidak dapat mengantisipasi perubahan tersebut maka dapat
mempengaruhi kemaropuan factor uniuk memperoieh pendapatan usaha.
Resiko teknologi

Resiko teknologi akan muncul seiring dengsn  semskin  ketatnya
persaingan anfar perusahaan pembiavaan teruiams dalamn memberikan
pelaysan kepada kiten, di mana aspek teknologi biasanya mempunyai
peranan yang sangat menoniol. Apabila factor tidak dapat mepgikuti
perkembangan tekoclogi, maka hel ini dapat menurunkan muta layanan
kepada kiien.

Usaha Kartu Kredit (Credit Card)

8. Definisi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.01272006 tentang

Perusahaan Pembiayaan, Usaha Xartu Kredit (Credit card) adalah kegiatan
pembiayaan untuk persbelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu
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kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapas
dimanfaatkan oleh peraeganguya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

Pihak-pihak vang terkait

Dalam sebuah trangaksi kartu kredit, akan melibatkan beberapa pihak yang

terkait, diantaranya adalah (Juli Trmayanto, Zainal A indradewa, dil-2002):

1.

Merchant (pedagang)

Adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, dan
merchant ini ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Issuer (penerbit kartu)

Adalah pihsk yang membuat, mengeluarkan, dan mengelola produk karts
kredit sebagai alat pembayaran.

Card Holder {pemegang kartu)

Adalah pihak yang telah memenubi seluruh prosedur dan persyaratan yang
telah ditetapkan sehingga berhak memegang dan menggunakan karty
kredit tersebut,

Aeguirer (bank pengelola)

Adalsh pihak vang menggunakan kartu kredit ferutama dalam hal
penagihan dan pembayaran antara isswer dan mrerchant.

Manfaat dan Resike

Berikut ini beberapa wmanfaat dan resike yang ditermukan pada transaksi

kartu kredit (Juli Trmayanto, Zaioal A indradews, di}-2002):

L

Mantaat

- Membayar sesuaty transaksi saat card holder menggunakannya,

- Melakukan penarikan tunai {cash advance) atas beban rekening card
holder bila card holder memerlukan vang tunad,

~  Berfungsi sebagai 1D card bila card holder memerluken dana tunai,
tetapt di lokasi terdekat tidak dijumpal ATM sehingga card holder
dapat menghubungi bank terdekat untek menarik vang tunai dengan
menggunakan kartu sebagai 1D card dan cashing card.
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2. Resiko

~  Pemalsuan kartu kredit, yaitu pembuatan dan penggunean kartu yang
tidak sah vang bentuknya menyerupai bentuk aslinya

- Penyalahgunaan karhy kredit, yaitu penggunaan kariu milik orang lain
yang fertinggal, terjatuh, disengaja dicuri, dan meniru tanda tangan
pemilik kartu

- Kelalaian pemegang kartu dalam memenuhi kewajibannya dalam hal
pelunasan tagiban kartu kredit.

3.i.d4 Pembiayaan Xonsumen {(consumer finace)

: M

b*

Definisi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2008 tentang
Perusahaan Pembiayasn mendefinisikan perusahaan pembiayaan (consumer
finance) adalah kegiatan pembiayaan uniuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran,

Selain defimisi dart Persturan Menteri Keuangan diatas, pembiayaan
konsumen menumt T. Susilo, Sigit Triandary, A. Totok Budi mendefinisikan
bahwa pembiavaan konsumen adalzh suatu pinjamanvkredit yang diberikan
oleh suatu perusahasn kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan watuk fejuan produksidistribusi. (Y.
Susilo, Sigit Triandary, dan A. Fotok Budi-1999),

Jenis kegiatan pembisyaan konsumen

Sesual dengan pasal 6 (1} dalam Peraiuran Menteri Kenangan nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahsan Pombiayaan, kegiatan pembiayaan
konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Kebutuhan konsumen sesuai dengan ayat satu (1) antara lain meliputi:
1. Pembiayaan kendaraan bermotor
2. Pembiayaan alat-alat ramsh tangga
3. Pembiayaan alat-alat elektronik
4. Pembiayaan perumahan.
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¢. Pihak-pthak yang terkait

Dalam bukunya multi finance handbook-2004, Budi Rachmat menuliskan

pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah:

1.

Kreditur/perseroan

Adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusshasn pembiayaan
yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.
Debitur/perninjam

Adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan
konsumen dari ireditur.

Supplieridealerideveloper

Adalah perusahasn ateu pihsk-pihak yang menjual ataw menyediakan
barang kebutahan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

. Keuntungan pembiasyaan keusumen

Keuntungan yasg dapat diperoleh oleh para konsumen dengan

memanfaatkan jasa pembiayasn konsumen adalab sebagai berikut (Y. Susilo,
Sigit Triandany, A, Totok Budil999):

I
2.
3.

Prosedur sederhana.

Proses persctujuan lebih cepat.

Perusahaan pembiayaan tidak mensyaratken adanya agunan/faminan

tarobaban scpanjang konsumen yang bersangkutan cukup laysk untuk

dipercaya kemampuan dan kepavannya mementhi kewajibannya.

Konsumen tertentu mengalami keengganan untuk berhubungan dengan

pibak bank dalam bal peminjaman dana karena minimnya informasi

tentang jasa bank dan carz berhubungan dengan bank,

Pernbiayaan konsumen menerapkan tingkat bunga yang lebih tinggl dari

bank karena pembiayaan konsumen menanggung resiko yang lebih besar

dari bank. Restko yang ditanggung relalif besar karepa:

- Perusahasn cenderung melakukan analisa terhadap kelayakan
konsumen/ealon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Care yang
sederhana ini menyebsbkan kesimpulan mengenai kelayakan calon
debitur dalarm memperoleh pinjaman seringkali tidak mencerminkan
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keadaan calon yang sebenarnya. Amnalisis seringkali berdasarkan
formulir sederhana yang diisi calon debitur, dokumen identitas calon
debitur, dokumen penghasilan calon, survey singkat ke lokasi tempat
tinggal calon debitur,

Analisa dilakukan perusshaan dalam waktu singkat bertujuan agar
calon debitur tidak beralih ke perusahaan pembiayaan konsumen yang
fatn,

Bepanjang kemampuan dan kemauan calon debifr cukup bisa
diandalkan, perusahasn pembiayasn konsumen Dbiasanys  tidak
mensyaratkan peayerahan agunan tambahan. Apabila pada saat jatsh
tempa debitur temyata tidak dapat memenuhi kewajibannya karena
berbagai alasan, maka perusahaan pembiayaan konsurnen banya dapat
mengandalkan pada agunan pokok berupa barang/objek yang dibigyai
dengan pembiayasn konsumen. Pada kenyataannya, objek vang
dibiayai dengan pembiayaan konsumen tidak selalu ada/masih dalam
keadaan baik pada saat jatub tempo, sehingga resiko vang ditanggung
oleh perusshaan pembiayasn konswmen relatf lebih tingel daripada
bank yang menyaluwrkan kredit dengan syarat penyerahan agunan
tarnbehan.

e. Alasan konsemen melakukan {asilitas pembinyaan

Dalam melakukan fasilitas pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan,

konsumen atan nasabsh perusahaan mempunyai alssan mengenal kegiatan ini,
seperti dalamn buku mullt finance handbook, Budi Rahmat-2004)

1.

Tidak terlalu  banyak persysratan  dibandingkan dengan sumber
pembiayaan lain.

2. Tidak berorientasi pada jaminan (non collateral hasis).

Tidak menggangu keuangan konsumen, karena membutuhkan dana yang
relatif kecil

Cepat pemrosesannya.

Pembayaran angsuran dapat dibayar melalul anggaran retin bulanan
konsumen dari pendapatan yang diterimanya,
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Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

7. Penvesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima.

Pembayaran angsurannya fetap, schingga memudahkan pengahuran
pengelolaan keuangan peminjam.

f. Mekanisme transaksi pembisyaan konsumen

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada beberapa mekanisme yang

dijalani, yaito: (Budi Rachmat-20043

1.

Tahap permohonan
Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debifur biasanya
sudah mempunya: usaha yang baik dan/ atauy mempunyei pekerjean yang
tetap serta berpenghnsilan yang memadai. Sebelum medapatkan fasilifas
pembiayaan, debitur harus mengajukan surat permohonsn  dengan
melampirkan:

- Fota copy KTP,

- Foto copy KTP suamifisiti calon peminjam.

- Karta keluarga,

- Rekening koran 3 bulan terakhir.

- Surat keterangan gaji, jika calon peminjam bekerja,

- Burat keterangan lainnya dari perusahsan tempat calon peminjam

bekerja.

‘Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan
Berdasarkan aplikasi pemohon, marketing departement akan melakukan
pengocekan atas kebenaran pengisian formulir aplikasi tersebut dengan
melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yvang telah
diterima, yang dilanjutkan dengan:

- Kunjungan ke tempat calon pemitam (plan visif).

- Penpecekan ke tempat lain (credit checking).

- QObservasi secara umum/khusus lainnya,
Tahap pembuatan customer profile
Berdasarkan hasil pemeriksasn lapangan, muerketing departement akan
mepbuat customer profile, di mana isinya akan menggambarkan tentang
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«  Nama calon debitur dan istri/suami.

- Alamat dan nomor telepon,

- Nomor KTP.

- Pekerjaan.

- Alamat kantor,

- Kondisi pembiayaan yang diajukan,

- Jenis dan tipe barang kebunthan konsumen.

4. Tahap pengujian proposat kepada komite kredit

Murketing departement akan mengajukan proposal terhadap permohonan
vang diajuken olch debitur kepada kredit komite yang berisi:

- Tujuan pemberian fasilitas.

- Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, vang

muka, nett pembiayaan, bunga, jangka wakty, tipe dan jenis barang.
~ Latar belakang debitur diserta keterangan mengenai kondisi
pekerjaan dan lingkengan tempat tinggalnya.

- Analisa resiko.
. Keputusan kamite kredit
Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kredine untuk melakokan
pembiavaan atau tidak. Apabila permohonan debilur ditolak, maka akan
diberitahukan mefalui surat penolakan, namun apabila disetuiui maka
marketing departement akan meneraskan ke tahap berikumya.
. Tahap pengikatan
Berdasarkan keputusan  kvedit komite maka bagian legal akan
mempersiapkan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsurmen,
. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, yang dituangkan
dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm purchase order dan bukti
pengiriman dan surat tanda penerimaan barang,
. Tahap pembayaran kepada supplier
Setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, selanjuinya
supplier akan melekukan penagihan kepada kreditur,
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9. Tahap penagihan/monitoring pembayarap
Setelah seluruh proses pembayaran kepada swpplier/dealer dilakukan,
proses selanjumya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai jadwal
yang telah ditentukan. Collection deparfemem skan memonitor
pambayaran angswan berdasarkan iatuh fempo pembayaran yang telah
ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan.
10, Tahap pengambilan surat jaminan
Apabila selurvh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan
mengembalikan kepada debitur hal-hal ini:
«  Jaminan (BPKB dan/seriifikat danffakzurfinvoice).
- Dokumen lainnya

g. Perbedaan pembiayaan kensumen dengan sews guna usaha dengan hak
opsi
Datam bukunya Mulii finance handbook, Budi Rachmat memberikan
perbedaan antara pembiayaan konsumen denpan sewa guna usaha dengan hak
opsi, sebagai berikut:

1. Kepemilikan barang/objck pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam
transaksi sewa guna usaha berada pads fessor, sedangken pada
pembiavaan konsumen berada pada konsumen yang kemudian diserabkan
secars fidusia kepada perusahaan pembiayaan.

2. Tidak ada batasan jangka wakiu pembiayaan, seperti dalem fimancial
izase, jangka waktu pembiayean diatur sesual dengan objek barang modal
vang dibjayai oleh Jessor,

3. Pembiayaan konsumen tidak membatssi pembiayasn kepada calon
konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha
dan/atau pekeriaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usaha,

4. Periakpan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha dan ransakst
pembiaysan konsumen berbeda, baik dari sisi perusshaan pemblayazn
maupun dari sisi konsumen (/essee).
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5. Keguatan sale and lease buck dimmngkinkan dalam transaksi sewa guna
usaha, sedangkan dalam transaksi permbiayazn konsumen ketentuan ind
belum diatur.

3.2 Perusahaan Pembiayaan Syariah
8. DPefinisi
Perusahaan Pembiayaan syariah adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan dalam bentuk penyedisan dana secara langsung atau barang modal
dengan tidak menark atau menghimpun dana secera langsung dari pihak
masyarakat, namun dibingkai  dalase  houkum  syarigh.  (Muhammmad
Sholahuddin, dan Lukman Hakim-2008).

b. Prinsip Umum
Secara umum pembigysan syariah merupakan pembiavaan secars nmum,
yang membedakan hanya azkad vang digunzkan, vaitu akad meurabahah yang
memakai prinsip jusl beli barang nyata pada harga dasar dan tambaban
keuntungan yang sesuai dengan kKesepakatan bersams, schingge semua pihak
dapat menikmati rasa teatram dan nyaman seat bertransaksi. Akad tersebut
adalgh (Muhammad Sholabuddin, dan Lukman Hakin-2008):
1 Murabahah
Akad jual beli ini meniclaskan bahwa barang tertentu i mana penjual
menyebutkan dengan jeias bahwa barang yang diperjualbelikan kepada
pembeli termasuk harpa pombelian dan keuntungan yang diambil
{margin).
2  Mudharabah
Akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal di mana
pembagiao hasilkeuntungan tersebut untuk masing-masing pihak sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati,
3  Musyarakah
Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertento di
mana masing.-masing pihak suling memberikan kontribusi dana dengan
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ketentuan bahwa keuntungan dan resike ditanggung bersama sesuai
kesepakatan,

Selain itu pembiaysan syaniah menggunakan prinsip syariah vaog yang

tertuang dalam kerangka prinsip berikut ini:

1.

Universal

Tidak membeda-bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu latar
belakang sukua, agama, ras, dan gotongan dalam memberikan pelayanan,
Jelas

Prinsip ini fercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak
mengenal tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara
bersama,

Bersih

Hanya dengan menggunakan fata cara pembiyaan syariah untuk menjamin
semua fransaksi dilakukan dengan cara vang sesuai dengan syarish islam.
Terbuka

Penawaran harga disarmpaikan secara rinei dan transparan mengenai barga
pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh lembaga
pembiayaan scbagai total biaya vang harus ditangoung oleh pembeli sesuat
dengan kesepakatan bersama.

Adil

Melahui pembiayaan svariah, lembaga pembiayaan menempatkan nasabah
pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntunpen dan resiko yang
berimbang dengan cara yang adil dag merata.

Jujur

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kendisi dan
apa adanya.
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¢, Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Pembiayaan Konveasional

Dibawah ini adalah perbedaan antara pembiayaan syariah dan lembaga

Pembiayaan syariah

Kerangka hukum yang dipakai
adalah hukum syariah dan hukum
positif

Isi dari perjanitan menjelaskan
secars rinci, misalpya seperti
administrasi, asuransi dan margin

Penalti ada 2 yaitu untuk dana
sosial (fixed) dan anti rugi (nego)

Tidak ada bunga berjalan

Obyek vang ditransaksikan harus
jelas yaitu berupa bavang dengan
akad rmurabahsh

Apabila ada discount unit menjadi
milik customer dengan
mengurangt harga jual

Prive list dibuat secara rinct
Aguransi apabile tidak ada kiaim
akan ada nishah atau bagi hasil
jika surplus

Refind premi yang tidak diambil
customer akan masuk ke “dam

sosial”

pembiayaan konvensional (M Najmudin Zuhdi-2002):

Pembiavaan konvensional
Kerangka hukum  yang
digunakan mengacu pada
hukum positif

Isi perjanjian fidak
menjelaskan secar rinei
Tingkat keuntungan bunga
Pembayaran denda
customer masuk
pendapatan  perusahaan.
Fika customer pelunasan
lewat jatah tempo
dikenakan bunga berjalan
T ransaksinya adalab pinjam
meminiam sehingpa
obyeknya uang  yang
dipinjarm

Apabila ada discount unit
biasa untuk dealer dan
cusiomer

Price list tidak secara rinci
Refund premn yang tidak
diambil cusromer akan
masuk pendapatan
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BAE 4
PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini aksn mengacu pada Standar Akuntansi yang
berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standsr Akuntansi Kenangan
untuk aspek akuntansi dan untuk aspek perpajakan mengacu pada peraturan
perpajakan dari yang tertinggl yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri Kenanpan dan Peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak.

4.1 Pencadangan Pintang Tidak Tertagih
Dampak krigis global yang kini melanda tidak hanya dialami oleh negara-

negara di kawasan Amerika dan Eropa saia pamun jugs negara-negara Asis,
termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang terlihat jelas adalsh nilai tokar
rupiah yang terus melemah, hal inl tentu sangat berpengaruh pada tingkat days
beii dan likniditas masyarakat, sehingga perusabaan-perusahaan yang bergerak di
bidang pembiayaan dibadapkan pada risiko piutang yang tidak tertagih. Hal ini
menjadi kekhawatiran tersendini bagl pihak perusahsan pembiayaan konsumen
dimana apabila nasabahnya fidak bisa memennhi kewajiban pembayaran piutang
pada perusahsan. Oleh karens ity perusahaan perdu melakukan pencadangan atas
piutang nasabahnya, namun dalam aspek perpajekan, perusahaan pembiayaan
konsumen tidak boleh melakukan pencadangan pistang tidak tertagih atas
nasabahnya, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan fersendinl bagl
perusahaan.

4.1.1 Perlakuan Akuntsnsi

Perlakuan akuntansi untuk sewus industi di Indonesia mengacu pada
standar akuntanst yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga
masing-masing unit bisnis yang berjalan biss mengacu pada standar tersebut.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan dapat memberikan aturan khusus dalam
kegiaian bisnis tertentu, namun untuk perusahasn pembiayaan tidek terdapat
aturan khusus yang mengatur perlakuan akuntansinya sehingga kegiatan bisnis
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tersebut mengacu pada standar umuin yang bisa dijalankan pula oleh industri lain
sejenis yang memilki kegiatan yang sama dengan pembiayaan konsumen.

Mengacu pada kerangka dasar penyusunman dan penyajian laporan
kenangan (5AK, 2007), aset diakui dalam neraca kalaw (1) besar kemungkinan
bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan (2} aset
tersebut mempunyal nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua hal
tersebit merupakan kriteria yang hamus dipenuhi untok diakui sebagai aset.
Meskipun perusahaan teleh mengeluarkan sejumlsh sumber dayanya untuk
memperoleh  sesuatu namun  apabila perolehan terscbut tidak atau keeil
kemungkinannya memberikan manfaat ekonomi kepada perusabaan, maka sesuatu
yang diperoleh tersebut tidak layak diskui sebagai aset.

Pada suatu perusahasn pembiayvasn konsumen yang bara, jika terdapat
transaksi pembiayaan, piutang usaha diakui di pemca sejumlah nilai kas yang
belum dibayar. Oleh karena perusabaan tidak memiliki pesgalaman mengenai
tingkat kolektibilitas piutang, risiko ketidakiertagiban plutang dapat dinilai rendah
{atan: bahkan tidak ada) schingpa nilai piutang diakui sepenuhnya, tanpa dilakukan
pencadangan. Namun perusahasn bagi perusahaan yang berpengalaman biasanya
memiliki catatan mengenai pivtang usaha Konsumennya, fermasuk pintang vang
ternyata tidak dapat dimagih oleh perusahaan setelah jatuh tempo. Dari catatan
tersebut, perusahaan dapat memhal kemungkinan adanya piutang usaha vang tidak
tertagih di masa depan. Jadi, ketika perusshaan mentlat ada bagian dar piutang
besar kemungkinan tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut tidak layak diakui
sebagai asct karens manfaat ekonominya dipandang fidak mungkin {(atau kecil
kemungkinan) mengalir ke datam perusahaan. Akibatnya akan menimbulkan
beban dalam Japoran laba rugi melalui pencadangan terhadap bagian dard prulang
ussha yang diperkirakan aksn tidak tertagih di masa depan. Periakuan ini
merupakan manifestasi dari prinsip konservatisme datam teori akuntanst.

Dalam prakteknya perusahaan melakukan pencadangan piutang tidak
teriagihnya dengan cara analisis umur pistang {(aging scheduwie). Penentuan
persentase jumlah cadangan kerugian piutang tidak tertagih umtuk setiap
perusahaan pun dapat berbeda-beda sesuai dengan pengalaman den kebijakan
yang diambil perusahaan berdasarkan pertirobangan-pertimbangan  lertentu,
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Pencadangan piutang tidak tertagth dengan analisis umur piutang {aging schedule)
nampak merupakan sesuatz yang lebith rumit bila dibandingkan pencadangan
ditetapkan dengan persentase tertentu dari penjualan. Hal ini dikarenakan
perusahaan harus membuat dafiar wour piutang terlebih dahuly, kemudian
memberikan perseniase pencadangan piutang tersebut. Berikut ini contoh
persentase pencadanpan dalem analisis wmur plutang yang dilakukan oleh dua
perusahaan pembiayaan yang berbeda,

Tabel 4,f. Contoh Persentase Pencadangan dalsn Analisic Uy Pintang
Sumber; duta diclah oleh penulis

Description X Y
Overdue]-30 £.42% 2.30%
Overdae 31-60 2412% 8.15%
Overdue 61-50 41.78% 14.40%
Overdue 91120 55.38% 27.18%
Overdue 121-150 64,96% 45.94%
Overdue 151-180 72.75% 73.56%
Qverdue 181-210 79.34% 100%
Overdue 211248 86.07% 100%
Overdue 241-270 56.76% 100%
QOverdue 271-300 100% 100%
Overdue 3014338 160% %
Overdue 331-360 100% 100%
Overdue > 360 100% 100%

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa persentase pencadangan yang dilakukan
kedua perusahaan memiliki perbedean, terganhung pada kebijakan yang diambil
perusahaan. Selain itu dapat dilihat juga perbedaan dalam hal penetapan
pencadangan piutang untuk tingkat persentase pencadangan piutang 100%. Hal ini
bisa herbeda karcns alasan tertentu yang mendasari perusahaan Y untok
menetapkan persentase tersebut, salah satu indikasi yang bisa mendasarl adalah
terdapat kemungkinan bahwa perusahaan Y mempunya: pengalaman tingkat
piutang tidak tertagih nasabahnya benar-benar tidak dapat dilakukan penagiban

pada tingkat jatub tempo 181-210 hari, nanun tidak begitu dengan perusahaan X,
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perusahaan pembigysan X baru menctapkan persentase pencadangan piutang
100% pada tingkat jatuh tempo 271-300 hari, Hal ind mungkin saja teggadi apabila
perusahaan X mempunysi pengalaman piutang tidak tertagih atas nasabahnya
lebih baik daripada perusahamn Y.

4,1.2 Perlakuan Perpajakan

Berikut ini tabel dan grafik pertumbuhan perusshass pembiayaan di
Indonesia dan tabun 2001 sampai tahun 2007 dan jenis kegiatan yang banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 4.2 Tingkat pertumbunan perusahaan pembiayaan
Sumber: Infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Tahun 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Jmi Perusabaan | 125 131 | 128 {132 1141 152 138
Pembigyaan
Jml Perusahaan Pembiayaan

260

150

306 4 & Jm] Perusahasn

Pambliayaan
50
Q
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafik 4.1 Tingkat Perfumbuhan Perusahazn Pembiayaan tahun 2001-2007 (grafik dislah
penulis)
Sumber: infobank a0, 39-Apgustus 2608 vol XXX

Tabel 4.3 Persentase pembiayaan beedasarkan jents (tahun 2006)
Sumber: mfobask no. 33-Agustus 2008 val XXX

Jenis Pembiayaan | SGU Cons. Fin | Factoring | Credit Card | Lain-lain
Persentase 33,72% | 63,80% | 1,20% 1.06% 0.23%
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CGrafik 4.2 Jenis Pembiayaan yang Dimanfaatkan Konsumen tahun 2006 (grafik dielah

penuiis)

Tabel 4.4 Porsentase pembiayaan berdasarken jenis (tahun 2007}
Sumber; infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Sumber infohank ao. 33-Agustus 2008 vol XXX

Jenis Pembiayaan SGU | Cons. Fin | Factoring | Credit Card | Lain-Jain
Persentase 33,83% ¢ 63,52% 1,58% 1.67% 0,3%
Jenis Pembiayaan
WEGU
mCans. Fin
22 Factoring
® Credit Card
W Latr-lain

Grafik 4.3 Jenis Pembilayaan veng Dimanfaatkan Konsumen tahun 2007 {grofik diclah

penulis)

Sumber: infobank no. 33-Agusius 2008 vol XXX

Dari tabel 4.2 terlihat babwa tingikat perrumbuhan perusahaan pembiayaan
di Irddonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun 2001 sasmpai tahun
2007, hal ini terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan
jesa kegiatan pembiayaan konsumen sehingga memicu pars pelaku pasar untuk
mendirikan perusahasn pembiayaan. Kemudian pada tabel (4.3 dan 4.4) terdapat
data mengenal jenis kegiatan perusahaan pembiaysan yang banyak digunakan
oleh konsumen. Darni dua tabel yang berbeda, tahun 2006 dan 2007 terlihat bahwa
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kegiatan pembiayaan konsumen {consumer finance) menjadi jenis kegiatan yang
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, Secara tidak langsung terdapat resiko yang
besar juga atas usaha pembiayaan konsumen (consumer finance) akan piutang
tidak tertagih nasabahnys. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Direktorat
Jenderal Pajak, namun hal itu belum terlibat, dimana dalam Undang-Undang No,
17 tahun 2000 tentang Pajak Penghesilan pasal 9 ayat 1 huref ¢ menyatakan
bahwa “pembentukan cadengan kerugion pintang tidek tertagih  bolen
dikurangkan hanya untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
cadangan untuk wseha asuransi, don cadangan biaye reklamasi uniuk usaha
pertambangan”, Hal ini berarti bahwa unit bisnis/perusahasn pembiayaan
konsumen tidak boleh melekakan pencadangan atas piutang tidek tertagibnya,
karena dalam undang-undang tersebut unit bisnis pembiayaan konsumen tidak
tercantumn sebagai unit usaha yang diperbolehkan melalaukan pencadangan, Selain
itu, pada UU PPh juga tidak memberikan delegasi kepada Peraturan Pemerintah
{PP) atan Peraturan Menieri Keuangan (PMK) untuk memberikan izin kepada unit
usaha pembiayasn konsumen unfuk melakukan poncadangan piutang tidak
tertagih atas nasabahnya. Hal ini tentu menjadi kendala tersendwi bagi
pembiayaan konsumen dimana memiliki resiko tidak tertagihnya piutang nasabah
dimasa datang, namun terdapat ketidak adilan dalam proses perpajakan.

Jika melihat syarat dan pemungutan pajak, salah satu poin menyebutkan
bahwa pajak dipungut dengan syarat terdapat keadilan didalamnya, npamun dalam
hal ini bisa dianggap sebagai ketidakadilan bagi pembiayaan konsumen. Selain itu
dalam PMK No.84/AMK.012.2006 Tenlang Penmshaan Pembiayaan, jenis
kegiatan pembiayean konsumen dan sewa guna usaha berada dalam satu pogisi
yang sama yaitu jenis kegiatan yang dilakmkan oleh perusahaan psmbiayaan sglain
itu pada prakteknya kegiatsan pembiayaan konsumen sering dipersamakan dengan
kegiatan sewa guna usaha (leasing), hal ini lebih menguatkan kedudukan
pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan sewa guna
usaha dalam hel pencadangan pilutang tidak tertagibnya.

Peraturan pencadangan piutang tidak tertagih atas Sewa Guna Ussha
(Leasing) terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor. 1 165/KMK. 0171991 tanggal 27 Nopember 1991 menyatakan bahwa fegsor
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pada unit bisnis Sewa Guna Usaha {Jeasing) dapat membentuk cadangan
penghapusan piutang tidak tertagih sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan
saldo akhir piutang sewa guna usaha dengen hak opsi. Jika melihat unit bisnis
yang dilaksanakan, resiko vang ditanggung serta paradigma vang berkembang di
masyarakat mengenal bisais pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha
scharusnya pembiayaan konsumen juga bisa melakukan pencadangan piutang
tidak tertagih atas nasabahnya sebesar 2,5%.

Selain sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsurnen juga bisa
melakukan pencadangan piutang tidak fertagih atas nasabshnya dengan mergjuk
pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini bisa dilakukan karena jenis kegiatan
yang dilakukan olch BPR mempunyai kesamaan dengan jenis kegiatan yang
dilakukan oleh pembiayaan konsumen yaitu memberikan kredit pada masyarakat,
dimana terdapat resike kefidak teragihan atag piutang nasabahanys, dapat
dilakukan pencadangan atas piutang yang mengacu pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor.204/KMK.0472000 tanggal & Juni 2000 tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMEK.04/1995 Tentang
Besamya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Besamya
pencadangan tersebut adalah 5%, 3%, 50%, dan 100% tergatung pada
pengolongan kreditnya (lancar, kurang lancar, diragukan, macet).

Ketidakadilun dalam hal pemberian fasilitas pencadangan piutang tidek
tertagih yang ferjadi pada sewa guna usaba dan pembiayaan konsumen bisa
disebabkan karepa faktor fungsi pajak sebagai regrferend (mengatur) yang
dilakukan Dircktorat Jenderal Pajak unfuk mengatur tingkat pertumbuohan
kegiatan pembiayaan konsumen yang setiap tabunnya menunjukan kecenderungan
peningkatan persentase, Jika pembiayaan konsumen mendapatkan fasilitas yang
sama <iengan sewa guna usaha, maka dikhawatirkan tingkat pertumbuhan kegiatan
tersebut akan semakin membesar, sedangkan sccara garis lurus texdapat pula
resiko tidak tertagih atas piutang pembiayaan konsumen. Namun jika memjuk
pada Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlako
pada tanggal 1 Januari 2009, pada pasal 9 ayat (1) huref ¢ bagian | menyatakan
“pembentukan don pemupukan dana cadangan kecuali: Cadangan piuteng iak
teriagih wntuk usaha bank dan badan usaha fain vang meryvahakan kredil, sewa
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guna usaha dengan hak opsi, perusahoan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
ayak pintang”. Dalam hal ini berssti bahwa mulai tahun pajak 2009, kegiatan
pembiavaan konsumen dapat melskukan pencadangan atas piutang  tidak
tertagihnya, namun mengenal persentese pencadangan umtuk  pembiavaan
konsumen belum diatur. Hendaknya persentase vang ditetapkan untuk usaha
pembiayvaan  konsumen  dilakukan melalui  tabap  penelusuran  mengenai
pengalaman perusahaan-perusahaan pembiayaan terscbut mengenai perseniase
piutang yang tidak tertagih dari nasabahnya, schingpa tddak lagi terdapat
ketidakadilan antar perusabaan pembiayaan dalam hal peocadangan piutangnya.
Jika merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.0171991
mengenal sewa guna usaha, persentase pencadangannys sebesar 2,5%, hal
tersebut bisa menjadi pembanding wuntuk pementuan persentase pencadangan
piutang untuk pembiayaan konsumien dengan melihat pada kemungkinan resiko
yang dihadapinya.

4.1.3 Perbedaan Perlakuan Akontansi dan Perpajakan

Dari pembahasan sebelumnya nampak jelas terdapat perbedaan perlakuan
pencadangan pintang tak tertagih antars akuntansi dan perpajakan. Perbedaan
tersebut mbul karena prinsip yang dianut keduanya memang berbeda, Akuntansi
mengenal prinsip konservatisme yang bersifat antisipasif§ dengan melalakan
penyisihan/pencadangan  atas  piutang  nasabshnya, sedangkan perpajakan
menganut prigsip realisasi,

Perbedaan perlakuan tersebut dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam
perhitungan pajak yang terutang, Secara sederhana, bila spate koreksi fiskal
menyebabkan paiak yang ierutang menjadi lebih tinggi meka dikatakan koreksi
fiskal positif, dan sebaliknys koreksi fiskal negatif timbul bila dampak koreksi
yang dilakukan menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih rendsh. Jadi,
apabila terdapat beban pencadangan yang tidak diperkenankan maka timbul
koreksi positif yang akan menambah jumlah pajek terutang. Jika koreksi tersebut
dilakukan setelah Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan maka posisi pajak WP
menjadi kurang bayar. Sclanjuinya Walib Pajak hares meavetor kurang bayar
tersebut dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
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atas jumlah pajak yang kurang dibayar bila belum dilskukan pemeriksaan atau
sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (scratus limma pulnh persen) dari
patak yang kurang dibayar bila telah dilakukan pemenksaan. Akan tetapi, koreksi
fiskal yang jumlahnya matenal umummys menimbulkan perselisthan antara Wajib
Paiak dan fiskus.

Selain menimbulkan koreksi fiskal, perbedaan perlakuan akuntansi dan
perpajakan atas piutang &idak tertagih jugs akan menimbulkan beda wakwu
{temporary different. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban
aniarn satu tahun pajsk ke tahun paigk lainnya. Dalam prakiik askuntansi,
perbedaan teroporer ini mierupakan deducible temporary differences/perbedaan
tfemporer yang boleh dikurangkan dan akan menimbulkan aset pajak
tangguhan/deffered tax assets (PSAK No.46 par2i-24). Dalam pencadangan
piutang tak tertagih, biaya yang timbul dapat dikurangkan dalam perhitusgan laba
skuntansi, sedangkan biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perbifungan laba
fiskal pada periode dimana piuteng fersebut benar-benar tidak terfagih dengan
aswnsi bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan perpajakan telah terpenubi
{Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6). Namun bila syarai-syarat
tersebut tidak ferpenvhi maka perbedaan yang timbul merupakan beda tetap
{permunent differerns) sehingga bila pada pedode sebelumnyz telab terdapat
pengakuan aset pajak {angguhan maka akun tersebut harus dieliminasi dari neraca.

Perpajakan memang tidak menggunakan prinsip konservatisme atas
pencadangan yang dilakukan perusabasn. Namun pengecualian diberiakukan pada
unit usaha tertentu yaitw usaha bank dan sewa guna usaba dengan hak opsi,
cadangan untuk usaha asuransi, dan cadanpan biaya reklarsasi untuk usaba
pertambangan. Perlakuan pengecualian tergebut selanjutnya diatur pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006 Tentang Perubzhan Keempat Atas
Eepistusan Mentenn Keuvangan Nomor 30/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana
Cadangan vang Boleh Dikurangkan Sebagat Biava. Pada PMK tersebut perlakuan
khusus ini diperbolebkan karena diperkenanksn oleh undang-undang guna
menutup risiko yang terjadi, Selain itu, perlakuan khusus ini juge menunjukkan
dukungan ferhadap perkembangan industsi tersebut.
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Ketentuan di bidang perpajakan diciptakan untuk menjaring pendapatan
bapi negara. Jika orientasi imi hanya memandang dalam jangka pendek saja maka
pemerintzh berupaya mempercleh pendapatan sebesar-besarnya pada saat ind
tanpa memperhatikan prospek bisnis di masa yang akan datang, Baik calon
fnvestor maupun investor yang sudah ada cenderung akan mempertimbangkan
negara lain scbagat home based.nya yang memberikan dukungan terhadap
perkembangan  usahanya. Heodaknya penpensan pajek  lebih  memberikan
keberpihiakan pada sist bisnis kerena dari unit-unit bispis inilabh pemerintah
memperoleh pendapatannya, dan jika pajak yang dipungut menjadi beban yang
harus dihindari pehisnis maka dalam menghadepi pasar global, Indonesia harus
bersiap-siap tersisthkan jika tidak mengubsh praktik perpajakan menjadi lebih
business friendiy. Jadi, fidak diperlukan diskriminasi perlakuan perpajakan ates
pencadangan piuteng tak terfagih seperti pada undang-undang pajak penghasilan,
dalam bal ini terhadap perusabaan pembiayaan konsumen.

Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yvang paling menoniol
dibandingkan yang lainnya. Bagi para investor, Singapura menjadi pilihen
investast yang favorit karena pemerintah setempat memberikan segala bentuk
fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas di bidang perpaiakan. Bila merujuk
pada perlakuan perpajakan di  Singapura, dalam Undang-undang Pajsk
Penghasilan  Singapum  (Singapore’s Income Tax Act) penpgurangan yang
diperbolehkan (deductions allowed) pada pasal 14 ayat {1} huerof (d) tennasuk bad
debts dan doubtful debts yang ditentukan berdasarken hasil estimasi. Nilai
estimasi tersebut harus memiliki dasar vang jelas dan mampu meyakinkan badan
peugawas atau pemeriksa dari pemeriniab (Coniroller). Tidak adanya ketentuan
pengecualian schingga perusghaan pembiayaan konsumen pun dapat melakukan
pencadangan, Jadi, dari sudut pandang mengenai perlakuan perpajakan atss
pembentukan dana cadangan, ketentuan perpajakan di Singapura ternyata lebih
berpihak pada sisi bisnis dengan memperbolehkan pencadangan tanpa batasan
pada unit bisnis tertentu seperti di Indonesia.

Sclain negara-pegara lain seperti Malaysia, Thatland, Philipina, atau
Myammar, Singapurs menjadi saingan Indonesia sebagai piliban tempat investasi
di Asia Tenggara. Singapura dengan berbagai fasilitasnya siap mengembangkan
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perekonomian &i negaranya, sedangkan Indonesia selalu memiliki banyak wacana
mengenai pembangunan pasional yang berfujuan mensejahterakan rakyat. Aspek
perpajakan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam pemilihan
tempat investasinya. Semakin banyak arus modal yang masuk ke Indonesia,
terutama melalul direc! investment {misainya pendirian anak perusahaan) maka
penermasn negare melalui pajak pun dapat meningkat seiving  dengan
peningkatan  pendapatan masyarakat. Bila ketentvan perpaiakan Indonesia
cenderung tidak business friendly maka daya pikat Indonesia akan kurang di mata
investor dibandingkan dengan pegara lain seperti Singapura. Oleh karena itn,
ketentuan perpajakan mengenai pencadangan piutang tak tertagih sebisa mungkin
sejalan dengan praktik bisnis di Indonesia schingga investor menerima praktik
yang fair bahwa ketentuan perpajakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan
sebesar-besarnya saja nemun juga mendorong agar unit bisnis bisa tetap eksis
hinggs masa yang skan datang,

4.2 Penghapusan Piutang tidak tertagih

Piutang usaha diakui sebagai aset di neraca. Jumlah pimang tersebut dapat
terdiri darl jumlah yang belum jatub tempo danfataz jumiah yang sixdah jatuh
tempo. Juralah piutang yang sudah jatuh tempo namun tetap tidak dibayar
menunjukkan bahwa besar kemungkinan aset tersebut tidak zkan memberikan
manfaat ckonomis ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, jumlah piutang atau
bagian piutang tersebut harus dikeluarkan dari neraca sehingga pivtang di neraca
mencerminkan nilal yang benar-benar dapat dircalisasi.

Piutang yang tidak tertagih dibapuskan pada saat dinyatakan tidak tertagih
oleh manajemen perusahsan yang memperofeh bukti positif mengerai hilangnya
selurub atau sebagian nilai piutang. Bukti positif ini dapat ditemukan dalam hal
konsumen mengalami  kebangkrutan  atae kematian serta tak  terlacaknya
konsumen pembiayaan {pihak debitur). Penghapusan hans didukung oleh bukii
tidak dapat ditagihnya pivtang terkait dari pihak yang tepat, seperti pengadilan,
pengacara, atau konsumen pembiayaan sendiri,
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4.2.1 Periakaean Akuniansi

Metode penghapusan piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan dua
metode vaituy metode penghapusan  langsung dan  metode pencadangan
(Muhammad (Gade-2005). Dalam hal metode pencadangan piutang dibentuk
pencaclangan melalui analisis umur piutang. Asaslisis umur piutang menjabarkan
kondisi piutang yang belum jatuh tempo dan yang sudab jatub tempo. Kemudian
yang sudah jatuh tempo diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu sejak jatuh
tempo, Jangka waktu penghapusbukuan piutang tidek tertegib atas konsumen
untuk masing-masing perusahaan pembiayaan berbeda-beda sesval dengan
kebijakan perusahaan, misalnya PT. Adira Dinamika Mulfi Finance, melakukan
penghapusbukean plutang seiclah piutang dak {erlagih atas konsumennoya
menunggak 210 hari.

Dalam hal Standar Akuntansi Xeuvangan yang berlaku di Indonesta, Dewan
Standar tersebut tidak mengiapkan secara spesifik mengenai metode penghapusan
piutang vang diperkenankan untuk usaha tferfenty, schingga pembiayaan
konsumen melakukan penghaposbukuan piutang fidak fertagih atas nasasbabnya
dengan mengacu pade penghapusan piutang secars umum. Scielah memenuhi
persyaratan untul dilakukan penghapusan piutang (berupa bukti positif bahwa
piutang tersebut benar-bepar Gdak teriagih), perusahean akan melakukan
penghapusan piutang nasabah berdasarkan persentase pencadangan yang telah
dilakukan sebehunnys. Namun apabila fingkat pencadapgan tersebut tidak
schanding dengan total piutang yang tidak tertagih, maka kekurangan fersebot
dianggap sebagai keragian bagi perusahsan. Sclain itu pengungkapan untuk
penghapusan piutang tidak tertagih haras dilakukan sebagai informasi bagi para
pengeuna laporsn keuangan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan
perusanaan.

Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piatang tidak tertagih atas nasabahnya:
Cadangan Piutang tidak tertagih X%
Piutang Ussha XXX
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4.2.2 FPerlakuan Perpajakan

Pada aspek perpajskan, penghapusan pintang fidak fertagih  dapat
dilakukan jika telah memennhi syarat yang tercantum delam Undang-Undang No.
17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf (h), yaita:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

2. Telah diserahkan perkara penagihananya kepada Pengadilan Negeri atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian
tertulis mengenat penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan

3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan wmun atau khusus, dan

4. Wajib Pajak barus menyerahkan daftar piufang vang tidak dapat ditagil
kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Keempat syarat diatas merupakan syarat kumulatif, schingga apabila
perusshaan akan melakukan penghapusan pintang tidak tertagih konsumennya,
harus memenuhi keempat syarat tersebut. Dalam Peraturan Pemenntah, ddak
diternukan mengenai tata cars penghapusan piotang tidak teriagih vntuk unit
bisnis pembiayaan konsumen, yang ada hanyalah tata cara penghapusan piutang
untuk negara dan daerah (PP R No, 14 Tabun 2005).

Namun dari syarat formal yaog ditetapkan dalam Undang-Undanp Pajak
Penghagilan pasal 6 ayat 1 huruf h tersebut ada kemungkinan digunakan oleh
nasabah pembiayaan kongumen sebagal alat yang digunskan vatuk melakukan
skema fax planning (perencansan pajak). Hal ini bisa dilakukan apabila terdapat
hubungan istimews antars perusahaan pembiayaan kensumen dengan nasabah
dari perusahaan tersebut. Mekanisme #axx  planning dilakukan dengan
memanfaatkan syarat pada poin 2 dari empat svarat vaitu melakokan perjanjian
terfulis antara perusahiaan pembiayaan dengan nasabah tersebut uniuk melakukan
penghapusan  piutang  kemudian perusahsan pembiaysan melakukan syarat
lainnya, schingga secara perpajakan piutang tersebut telah memerwhi syarat untuk
dilakcuken penghapusan piutang.

Keempat persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tabun
2000 pasal 6 ayat 1 (b) bisa dilakukan apabila mekanisme-mekanisme seperti
dibawah ini telah dilakukan. Hal ini dilakukan delam upaya mencegah terjadinya
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skema fax planning (perencanaan pajak) yang dilakukan oleh nasabah.
Mekanisme yang dilakukan adalah dengan:
1. Melakukan mekanisme penagihan
Penagiban atas pistang nasabah vang tidak tertagih dilakukan beberapa kali,
Hal ini untuk memastikan bahwa sisa kewatiban nasabsh benar-benar tidak
dapat dilakukan pepagihan,
2. Mengadakan survei atas kelayskan konsumen
Cara ini dilakukan oleh perusahaan pembiaysan dengan tujuan untuk
memastikan bahwa nasabsh tersebut bepar-benar tidak bisa memenubi
kewajiban dalam pembayaran pivtengnya sehingga dilakukan penghapusan
piutang atas piutang tidak tertagihnya.
3. Melakukan penilatan aset nasabsh yang masth bise digunakan untuk dapat
menutup tunggakan kewajiban dari nasabah tersebut.
Hal ini dilakokan untuk mencegah tfegadinya szalah  sasaran,  yaitu
menghapuskan piutang fidak tertagih pada nasabeh yang scbenamnya masib
mempuiyal aset yang cukup untuk menuiup sisa kewajiban pada perusahaan.
Selain pemenuhan empat syarat formal dalawt Undang-Undang No.17
falnm 2000 pasal 6 ayat 1 {(h), perln diperhatikan pula nominal penghapusan
piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila persentase pencadangan yang
dilakukan oleb perusghaan telsh menutup jumlsh piutang tidak tertagih nasabah,
maka hal tersebut tidak menjad: kendala bagi perusshsan karena secara langsung
dapat dibebankan dalam laporan Laba Rugi komersial, namun apabila persentase
yang secara akuntansi fidak bisa menutup! besarnya piutang tidak tertagih pasabah
dan masih terdapat sisa piutang tidak tertagih maka stsa piutang tersebut tidak bisa
dibebankan dalam taporan laba rugi komersial. Secars ilustrasi dapat digarmbarkan
sebagai berikut:
Jumlah piutang tidak tertagih nasabah Rp. 560.000.000
Nominal pencadangan Rp. 490.000.000
Nominal kerugian atas piutang Rp. 10.000.000
Maka secara akunatnsi, nilai yang bisa dilakukan perbebapan dalam
laporan iaba mgi komersial adalah sebesar RKp. 490.000.000 (sesuai dengan
jumliah piutang yang bisa ter-cover olch perusahaan), sedangkan nominal sebesar
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Rp. 10.000.000 tidak bisg dibebankan dalam laporan laba rugi komerstal,

sehingga dalam hal ind perusahaan tidak bisa melekukan penghapusan piutang

tidak iertagih atas nasababnya karena terdapal salah satu gyarat dari Undang-

Undang No.17 1ahun 2000 tidak terpanuhi,

Dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
dalam pasal syarat mengenal penghspusan pivtang tidek tertagih terdapat
beberapa perabahan pada pasalnya, yaitu:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

2. Waiib Pajak harus menverahkan dafter piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan

3. Telah diserabkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemennigh vang menangani piutang negara; atau adanya perianiian
tertulis mengenat penghapusan piutang/pembebasan uiang antara kreditur dan
debitur yaug bersangkutan; atay telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atgp Khusus; atan adanya pengakuan dard debitur babwa wviangnyva telah
dihapuskan untik jurmnlah utang tertentiy;

4. Syarat sebagaimana dimasud pada angka 3 tidak berlaku wniuk pesghapusan
pintang tak tertagih debitte kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
{1} huraf k; Yang pelaksanaanya diatur lebib Janjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan,

Yang termasuk dalam definisi debitur kecil Sesual dengan Peraturan
Pemerintah No.130 tahun 2000 adalah debifur yang memiliki piutang usaha tidak
lebih besar dari Rp. 350.000.000 {Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga
dalam hal ini, apabila terdapat debityr yang memilki nominal piutang usaha
melebihi ketentuan tersebut, maka tidak dapat dilskukan penghapusan piutang.

4.2.3 Perbedaan perlakuan akantansi dan perpajakan

Dalam hsal penghapusan pintang tidak tertapih terdapat perbedaan
perlakuan, dimana dalam hal akuntansi perusahasn melakekan penghapusan
pintang atas dasar pencadangan piatang {allewance) yang telah dilakukan, namun
penghapusan pintang dari sist pajak dilakukan dengan metode penghapusan
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langsung (direct wrile off). Hal ini akan membuat terjadinya perbedaan waktu
(time difference).

43 Pelunasan Piutang yang telah dibapuskan

Piutang yang dinyatakan tidak tertagih akan dihapusbhukukan oleh
perusahaan. Hal ini dilekukan oleh perusabaan karena piutang tersebut sudah
diangpap tidak layak disajikan di neraca. Namun jika ada itikad baik dant
kensumen untuk membayar kembali pistang yang telah dihapusbukukan tersebut,
harus dilskukan pencatatan dan pengungkapan dalam laporan kevangan
perusahaan. Beriket ini perlakuan akuntansi dan perpajskas atas pelunasan
piutang konsumen yang ielal dihapusbukukan,

4.3.1 Perlskuag Akantansi
Dalam PSAK No.23, pendapatan adalah arus masuk bruto dars manfant
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan sclama suatu perfode bila
arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
kontmbusi penanamsn modal. Sehingga apabila penisehaan meperirna kembali
pelunasan piutang vang telah dihapusbukukan, maka pelunasan terscbut masuk
dalam Rategori pendapatan sesuai dengan PSAK No.23 tersebut, dan dalam hal
pencatatanya dilakukan pada saat perusahaan menerima pelunasan tersebut. Sefain
itu perusahisan berkewajiban melakukan pengungkapan dalam laporan kevangan
perusahaan,
Dalam melakukan pengakuan afas pelunasan tersebut, perusahaan hars
membuat dua ayat jurnal, yaitu:
1. Ayat jurnal wniuk mencatat kembali piutang vang telah dibapus sehingga
tercatat kembali dalam pembukuan sebagat piutang,
2. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas darni piutang yang telah dihapus.
Jumal pencatatan unbuk transaksi pelunasan piuteug vang telsh dihapuskan
bila menggunakan metode pencadangan adalal sebagai berikut:
Piutang Usaha XXX
Cadangan Piutang tidak tertagih XXX
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Kas KXX
Piutang Usaha XN

43.2 Perlakuan Perpajakan

Pelunasan piutang tidak tertagih yang telah dihapusbukukan tidak menjadi
masalah apabila pelunasan fersebut berada dalam satu ishun buku dengan
penghapusan piutang tidak terfapih, kayena perusshsan bisa dengan langsung
memasukkan pelunasan terscbut untuk penghapuskan sisa kerugian akibat tidak
tertagihnya pivtang nasabsh. Namun pelunasan ini menjadi berbeda apabila
dilakukan pada tshan buku yang berbeda. Pada tabun buku gast piutang nasabah
dihapuskan, perusahasn akan mencatat fransaksi ferscbut sebapsi kerugian
perusahaan, namun pada tehun berikutnya dimana nasabah melakukan pelunasan
atas piutang tidek fertagih akan menjadi tambahan pengbasilan bagi perusahaan
sesuai dengan definist penghasilan dalam Undang-Usndang No. 17 tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan pasal 4 yang mendefinisikan “penghasilan sebagai
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal
dori Indonesia maupun luar Indonesia yang dipokai wniuk konsumsi afau
menambah kekavacn Wafib Pajak yang bersangkutan™

Dari definisi diatas berarti bahwa pelunasan konsumen atas piutang yang
telah dihapusbukukan dapat dimasukkan sebagal obiek pajak yang herus
dikenakan kewajiban pembaysaran pajak dan dikenakan tarif pajak sesuai Undang-
Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 {b) dengan
tarif progresif 10%, 15% dan 30% sesuai dengan jumliah pelunasan piutang yang
dilakukan konsumen.

4.4 Sita Jaminan

Agunan merupakan jaminan bagi perusshaan pembiayaan bila pada suatu
smat konsumen tdak mampu memenuhi kewsjtban pembayaran kepada
peruszhaan sesuai dengan kontrak yang dibuat dimuka. Perlakuan aluntansi dao
perpajakan atas sita jaminan perusahaan pembiayaan scbagai berikut:
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44.1 Perlakuan Akuntansi
Dalam perizkuan akuntansi, terdapat dug kondisi alas sita jaminan sgunan
yang dapat dilakuican oleh perusahaan pembiayaan konsumen:
1. Agunan tersebut diambil alih oleh perusabaan dan diakui sebagai aktiva bagi
perusahaan
Jaminan dapat dicatat scbagai aktiva perusahaan yang nilainya sebesar nilai
aktiva bersih setelah dikurangi dengen penyosutan sesuai dengan manfaat
ekonomis aktiva. Jadi, ayat jurnal yang dicatat adalah sebapai berikut:

Piutang Usaha XXX
Penyisihan Piutang Tidak tertagih XXX

Aktiva (nilai bersih) XXX
Piutang Usaha XXX

2. Agunan diambil alih oleh perusahaan dan dilakukan penjualan atas aguoan
tersabut.
Pengungkapan atas adanya jaminan piutang pembisyaan konsumen harus
dilakukan dalem catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, bila dilakukan
penjualan atas jaminan fersebut, vang hasil penjusian jaminan vang diperoleh
perusahaan dapat diskni scbagai pelunasan piutang pembiayaan konsumen
vang bersangkutan. Jadi, ayat jurnal vang dicatat adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha XXX
Penyisihan Piutang Tidak tertagih Koix

Kas XXX
Piutang Usaha XXX

4.4.2 Perlnkuza Perpajakan
Dalam aspek perpajakan, terdapat dua kondisi yang dapat timbul bila
konsumen gagel bayar dan terjadi sita jaminan atas agunan yaite
1. Hak atas agunan sepenuhnya beralil ke perusahaan
Hak atas agunan dapat sepenuhnya beralih ke perusabaan saat konsurnen gagal
bayar bila klausul tersebut dicantumkan dalam kontrak yang dibuat dimuka,
Schingga perosahaan moenjadi pemilik baru deri agunan tersebut dan
perusahaan dapat memilih antuk memiliki agunan tersebot atau menjualnya
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kembali. Jika perusshaan memilih untuk memiliki agunan tersebut, maka
perusahaan mencatatnya agunan sehagai aktiva dengan nilai sebesar piutang
yang tidak tertagih terssbut,
Namun jika perusahaan memilih untuk menjoal agunan yang dijaminkan, pada
pembukuan perusahsan agunan terlebib dabulu akan dicatat sebagat pelunasan
piutang dan diakud scbagai aktiva perusahaan. Setelah dilakukan penjualan,
apunan dinilai berdasarkan harga wajar. Jika nilai wajar agonan lebih tinggi
dari nilai piutang konsumen (ailai perolehan), maka selisihnya diakui sebagai
pendapatan karena merupakan objck PPh Pasal 4 angka (1) huruf d dan
dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Namun jika aguman yang diberikan oleh
nasabah sebagai pelunasan piutang temyata memilki nilsi perolehan lebib
kecil dari milai piutang, maka sisa kerugian diakei perusshasn sebagai
kerugian usaha.

Sedangkan untuk aspek PPN yang ada pada transaksi tersebut:

- Yka nasabah adalah non-PKP maka penyershan tersebut tidak terutang
PPN karena Pasal 4 hurufa UU Ne. 18 Tahun 2000 (UL PPN) menyatakan
bahwa PPN dikenakan ates penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
Dacrah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,

~  Jika konsumen adalah PKP, dan barang vang diserabkan sebagai agunan
berupa persedizan usaha (barang dagang), maka penyerahan agunan
terscbut  terutang PPN karena trapsaksi fersebut dianggap scbagal
penjualan barang dagangan (sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2000
mengenai Pajak Petambaban Nilai pasat 16D).

. Hak atas agunan tetap pada konsumen dan dilskukan perdagangan lelang atas

agunan tersebut,

Dalam skema ini digunakan untuk asumsi bahwa barang agunan yang

diberikan nasabab pada perusahaan scbagal pengpantian plutang yang tidak

tertagih berupa aktiva yang memilki nifai lebil besar daripada nilai piutangnya
maka pada saat peiclangan dilakukan, hasil piutang tersebut dikurangkan
untuk pernbayacan piutang pada perusahaan, dan sisanya menjadi penghasilan
bagti nasabah. Untuk itu sisa hasii penjualan sktiva dikenakan Pajak
Penghasilan dengan {arif mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Pajak
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Penghastlan, dan dasar pengenaan pajak penghasilannya adalah sebesar nifat

perolehan aktiva pada saat lelang, Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan,

skema ini tidak dikenakan pajak penghasilan, namun sebagal penghapus atas

piutang tidak tertagih nusabah.

Untuk implikasi Pajak Pertambaban Nilai dikenakan sebagai berikut:

1. Nasabah bukan/non PKP, maks transaksi dalam skema ind fidak dikenai
PPN

2. Jika nasabah merupskan PKP, maka peayerahan agunan terutang PPN
pada saat penyerahan agunan dari jum lelang kepada pemenang lelang
{sesua dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 14 ayat |
huruf ¢ dan kewajiban memungut ada pada nasabal sebagai PKP.

Pembisyasn Konsnzen:
Rp 800.600.600,-
I\\\ Perusahsan Pembiaysan:
KONSUMEN AGUNAN > Consumer Finance
l o
s @ Pelunasar Pintang:
= § k- Ry 800.000.050,
Sg
4 & JURU AGURAN I pEMENANG
LELANG Yizsil Lelang: LELARG
Rp 1080056000,

Gumbar 4.1 Skema atas sgunan yang dinmbi abh (sumber; diolah penalis)

Dari pembahasan dimuka terdapst dua skema sifa jaminan yang bisa
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabile terdapat kewajiban dari nasabah
yang tidak terpenuhi, pamun pada prakteknya skema poin sate lebih banyak
terjadi, dimana nasabah memberikan sepenubmya hak atas agunsn pada
perusshaan pembiayaan. Untuk langkah selanjutnyz apakah agunan tersebut
dilakukan pelelangan atau penjualan oleh perusahaan pembiayaan merupakan hal
yang berada diluar tanggung jawab nasabah, Tkatan bisnis antar keduanva selesai
pada saat penyerahan agunan, dan ierdapat kesepakatan antara kedua pihak
tersebut.

Universitas Indonesia

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB Ul, 2009

v oy



BABS
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan dapat diarbil kesimpulan:

a. Dari aspek akumifansi, unit bisnis pembiayaan konsumen mengacu pada
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pencadangan pivtang tidak fertagih dilakukan dengan metode analisis
umur piutang {aging schedule}, dan kebijakan penetapan persentase
pencadangan pintang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan data historis
perusabaan mengenal tingkat ketidaktertagihan,

Untuk penghapusan piutang tidek tertagih akan dilakukan perusshaan
apabile terdapat bukt positif yang menyatakan bshwa piutang nasabah
tersebut benar-benar tidak dapat dilakukan proses penagihannya,

Apsbila dalam janpka wakti tertentu sefelah perusahasn melakukan
penghapusbukuan piutang tidak teriagih terdapat itiked baik dar
nagabahnys univk melakukan pelunasan kembali atas piutangnya kepada
perusahaan, maka pelunasan fersebut akan menjadi pendapatan bagl
perusahaan dan menjadi tfambahan komponen ekuitas bagi perusahaan.
Dalam akta perjanjian antara perusabaan dengan nasabah di awal perikatan
terdapat poir yang menyatskan bahwa apabila dalam jangka waktu
fertenty nasabah tidak dapat mehmesi kewajibannya, maka dapat
dilakukan sita jaminan atss agunan, Agunan yang diterima perusahaan
dapat diskui schagal tambahan aktiva perusahann, dan dapat juga
dilakukan penjualan atas agunan tersebut, Hasil penjualan agunan tersebut
akan menjadi tambahan dalam komponen peadapatan perusahasn.

b. Dari aspek perpaiakan:

Dalam hal pencadsngan pitang tidak tertagih, sesuei dengan Undang-
Undapg No.17 tabun 2000 mengenai Pajak Penghasilan belum
memasukkan unit bisnis pembiayaan konsumen sebagai unit bisnis yang
boleh melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya,
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« Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih, perusahaan pembiayaan
konsumen mengacu pada Undang-Undang No.17 taliun 2000 pasal 6 ayat
1 (h).

- Apabila terjadi pelunasan kembali atas piutang tidak tertagih yang telah
dihapusbukukan, perasshaan memperlakukan pelunasan tersebut sebagai
penghasilan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Neo.17 tahun 2000 dan
dikenakan tanif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang No.17 tahun
2000,

- Apabila dalam jangka wakiu yang telah ditentukan nasabah tidak bisa
melakukan peltmasan kewajiban pintangnya maka perusahaan pembiayaan
konsumen dapat melekukan proses sita jaminan, dan dalam hal sita
jaminan secara perpajakan terdapat perbedaan perlakvan  Pajak
Pertambahan Nilai untuk nasabah PKP dan nasabah NonPKP.

¢. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dalam hal pencedangan
piutang tidek fertagih aken menimbulkan perbedaan temporer (lemporary
different) yang boleh dikurangkan {deductible temporary differerces). Namun
dalam kondisi tertenta bisa menjadi beda tetap apabila perusabaan pembiayaan
tidak dapat memenahi syarat kumlatif dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal § ayat 1 (h).

d. Untuk tahun pajak 2009, terdapat peraturan Pajak Penghasilan yang baru yaitu
Undang-Undang No.36 tshun 2008 yaog felah memasukkan unit bisnis
pembiayaan kopsumen sebagal unit bisnis yang  boleh melakukan
pencadangan piutang tidak teriagih, namun belwm terdapal peraturan yang
mengatur mengenal persentase pencadangan pivtang tidak teriagih tersebut.

5.2 Beterbatasan

Karya akhir ini melaskukan pembaiasan hanya pada tshun pajak 2008,
karena pada tahun pajak 2009 telah diberlakukan aturan pajak yang baru vaitu
Undang-Undang No. 38 tshun 2008 mengenai Pajsk Penghasilan yang
menggantikan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.
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53 Saran
Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir

yaitu:

a. Bag Akademisi
Vapat digunakan scbagal referensi unfuk penelitian selanjuinya mengenal
pengenaan pajak dan perlakuan akuntansi atas kegiatan pembiayaan konsumen
{(consumer finance). Pada praktiknya perusahaan mungkin memiliki cara
pencadangan yang berbeda-beda secara komersial, penelitian selanjutnya
dapat memasukkan berbagai metade tersebut guna memberikan sudut pandang
yang beragam dan dapat menjadi masukan bagi aparst perpajaken dalam
menentukan metode dan besaran pencadangan yang lebih mencenminkan
kondisi sesungguhaya sehingga memperkecil kepungkinan adanya perbedaan
periakuan antara fiskal dan komersial.

b. Bagi Perusabaan
Perusahaan pembiayaan konsumen melalui asosiasinya (Asosiasi Perusahasn
Pembiaayaan Indonesia — APPI) dapat mengajukan surat kepada Dewan
Standar Akuniansi Keuangan maupun Direktorat Jendemal Pajak untuk
menanyakan mengenai peraturan-peraturan yang menjadi acuan perusahaan
untuk tramsaksi piutang tidak tertagih atas konsumen, Meskipun memiliki sifat
bisnis yang identik dengan BPR atan sewa guna usahz, namun dibutubkan
ketentuan yang mengatur sccars khusus guna memberikan kepastian hukum
bagi perusabaan.,

¢. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Perubahan atau muncuinya unit bisnis yang banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat scharusnya diiongt desgan munculnya ketenfuan di bidang
perpajakan.

d. Bagt Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Membuat aturan yang secara khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi
(PSAK) pada perusshasn pembiayaan konsumen ataw menyusun buku
panduan terutama mencakup critical accounting issue pada perusahazn

pembiayaan konsumen (consumer finance).
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